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KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga Lembaga Pengabdian
Kepada  Masyarakat (LPM) UNTAG  Semarang  telah
menyelenggarakan Workshop dengan tema “Penganggaran Reses dan
Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD” tanggal 7
s.d. 9 Februari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Surakarta.

Semoga melalui Workshop yang kami selenggarakan ini, dapat
memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota
DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang mengucapkan banyak
terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Dalam Negeri RI

2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Jawa Tengah.

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Sukoharijo.

Narasumber yang berpartisipasi dalam Workshop.

Tim LPM UNTAG Semarang.

Semua pihak vyang telah membantu kelancaran atas

terselenggaranya Workshop kali ini.

No Vv kW

Akhirnya, kami Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPM) UNTAG Semarang mohon maaf atas segala kekurangan kami
dalam pelaksanaan Workshop kali ini. Kritik dan saran tentunya kami
harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan
dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama
Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk
hokum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan
kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam pelaksanakan tugas antara
DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas
dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan
perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap
aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik
masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi
masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus
mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati
rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai
konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif
dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi
kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang telah
menyelenggarakan Workshop dengan tema "Penganggaran Reses
dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”,
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B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2004 Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi
dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN
1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.
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BAB 11

KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
Hari, tanggal : Sabtu s.d. Senin, 7 s.d. 9 Februari 2026
Tempat : Hotel Novotel - Surakarta.

B. MATERI WORKSHOP

1. Integritas VS Tipikor;

2. Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran
DPRD melalui SIPD;

3. Bedah Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/S] Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD;

4. Lanjutan Bedah Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/S]
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan
Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber
dari APBD.

C. JADWAL WORKSHOP
Terlampir

D. NARASUMBER
1. Anto Ikayadi
2. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN
1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk
bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

F. PEMBIAYAAN
Pembiayaan Workshop berasal dari kontribusi masing masing
peserta anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT
Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan
baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang
dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1940 (UNTAG) Semarang
dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya
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Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat
sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

H. EVALUASI
Evaluasi hasil pelaksanaan Workshop dilakukan dengan cara
menyebarkan kuesioner kepada peserta Workshop. Evaluasi tersebut

meliputi:
A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala
antara lain:

1. Evaluasi Terhadap Isi Program Workshop DPRD.
2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses
Pembelajaran
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BAB 111
REALISASI KEGIATAN

A. PESERTA
Peserta Workshop diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Sukoharjo sebanyak 43 orang dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Sukoharjo sebanyak 14 orang .

B. NARASUMBER
Narasumber yang hadir dalam Workshop kali ini adalah:
1. Anto Ikayadi
2. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

C. FASILITAS WORKSHOP
Fasilitas Workshop yang kami selenggarakan antara lain:
Penginapan;
Konsumsi;
Ruang Kelas dan Ruang Makan;
Workshop Kit (tas dan Materi);
Sarana Olah Raga/fitnes centre;
Perangkat penunjang: Komputer, LCD, Sound System, Fljp Chart,
White Board, dan Alat Tulis.

ounhwn=

D. PEMBIAYAAN
Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing
peserta Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT
Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan
baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang
dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1940 (UNTAG) Semarang
dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat
sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.
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F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN
Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode
pembeajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi
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BAB IV
HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan
menyebarkan kuesioner berupa link kuisioner kepada peserta, untuk
memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami
selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan
hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai
berikut:

A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH

Terlampir
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/ EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS BAGI
ANGGOTA DPRD KAB.SUKOHARJO

Periode 7 s.d. 9 Februari 2026

Secer Jengah

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH
J CORPORATE /
UNWERSI{Y

Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235
Telepon ©024-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id




A. LATAR BELAKANG
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari
Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten /
Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur

tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN
Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :
1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan,;
2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada

penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik

pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai
Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala
yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau
kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi
operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah

sebagai berikut :

{ER )-;'E-J}+[F x.‘-s)ae(h'q JED)—{_R ;25}
™ IR IR ™



e Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
1) Kurang
2) Cukup
3) Baik
4) Sangat Baik

e Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00 Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00 Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00 Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00 Memuaskan
90.01 - 100.00 Sangat Memuaskan

2.  Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa
Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan
Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian
Mutu sebesar > 3,50 dari skala 4,0.

0s.d.3.49 Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)

3.50s.d. 4.00 Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif
Persepsi Negatif = Respon Tidak + Respon Kurang /2 * 100%
Persepsi Positif = Respon Sangat + Respon Cukup / 2 * 100%
Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu
tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan : Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten
Sukoharjo

Periode : 7 s.d. 9 Februari 2026

Jumlah Peserta : 43 orang

Jumlah Responden : 43 orang

Tanggal Evaluasi : 8 Februari 2026



F. HASIL EVALUASI
Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

l.

Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Memuaskan, yang
ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 83.93 dengan Capaian Mutu (CM) berada
pada indeks 3.36 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari
peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

a) Layanan yang sudah baik agar dpoertahankan dan ditingkatkan

b) Tingkatkan program lebih baik lagi

¢) Program layanan fasilitas bagus smua

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama

/{ —

Mochamad Said, SH.MH
Pembina
NIP. 196712031987031003




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : http:// bpsdmd.jatengprov.go.id Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Februari 2026

Nomor : B/800.2.4.6/135/2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1(satu) Dokumen

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan

Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026

Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka
penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota,
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu = 3,5
dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota

DPRD Kabupaten Sukoharjo, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan oleh
LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Novotel Solo Hotel JI.
Slamet Riyadi No.272, Kota Surakarta Semarang, mulai tanggal 7 s.d. 9 Februari
2026, dari pagi, siang hingga sore hari mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.

2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota
DPRD Kabupaten Sukoharjo , dalam kategori Memuaskan, dan dibawah target

capaian sasaran mutu, dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



CAPAIAN NILAI CAPAIAN MUTU
NO ASPEK
CN KRITERIA CM | KRITERIA
1 Program 84.30 Memuaskan 3,37 DBCM
2 Layanan Administrasi | g3 7o Memuaskan 3,35 DBCM
3 Fasilitas Penunjang 83,77 Memuaskan 3,35 DBCM
Rata-rata........ 83,93 Memuaskan 3,36 DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo,
berjalan dengan tertib dan lancar.

4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana
terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
a.n. Gubernur Jawa Tengah

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,

Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.

3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari hasil kegiatan Workshop kali ini dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan
dengan suasana diskusi berjalan menarik.

2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program,
narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar
peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan
peserta sebagai anggota DPRD.

3. Seluruh peserta menggap kegiatan Workshop ini
bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai
anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam
pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama
kegiatan, menurut sebagaian besar peserta sudah baik dan
perlu dipertahankan.

B. SARAN

1. Kegiatan pendalaman tugas (Workshop) anggota DPRD
yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar
penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan
dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound
learning belajar bersama dengan suasana yang sangat
menyenangkan  penuh  kegembiraan, kebersamaan,
keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap
pentingnya kerjasama.

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu
menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi
sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan,
semoga bermanfaat bagi kita sekalian.




Lampiran

Jadwal Kegiatan



JADWAL KEGIATAN

“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui
SIPD”

Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, Waktu Keterangan, Materi & Narasumber
Tanggal
Hari 13.00 — 18.00 | Registrasi Peserta

Pertama 18.00 — 19.00 Makan Malam
19.00 — 22.45 Pembukaan
Sesi I "Integritas VS Tipikor”

Oleh: Anto Ikayadi
(Praktisi)

Hari 06.00 — 08.00 | Makan Pagi

Kedua 08.00-11.45 | Sesi II "“Penganggaran Reses dan
Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD
melalui SIPD"”

Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA
(Kemendagri)

11.45-13.30 | Makan siang, Istirahat & Sholat

13.30-17.15 | Sesi III “Bedah Surat Edaran Mendagri
Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan
Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Yang Bersumber dari APBD"

Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA
(Kemendagri)
18.00 — 19.00 | Makan Malam

Hari 06.00 — 08.00 | Makan Pagi

Ketiga 08.00-11.15 | Sesi IV Lanjutan “Bedah Surat Edaran
Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Penganggaran
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD"

Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA
(Kemendagri)
PENUTUPAN

13.00 Selesai
Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah
secara fleksibel




Lampiran

Materi Kegiatan
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8 INTEGRITAS VS TIPIKOR

Oleh; Anto Ikayadi Hotel Novotel Solo, 7 Februari 2026

-.-"q Integritas dibangun dari dalam diri
ox Bersama tangguh sendiri rapuh
| Masalah itu dihadapi bukan berlari
Meski terjatuh kayuh lebih jauh

-

Untuk apa sesi ini?
Membangun Integritas Diri . m
Anggota DPRD secara P L
Kolektif dan Permanen yang

Berdampak Pada

Terwujudnya Good :u_I. f :
Governance dan Clean f -
Goverment i _?
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Kiri J danKanan  Kanan _
- Berisi Hormon r-

| Serotonin_ - |
Senam: Otak

Bawah Sadar
kB realiviias
Fonsepiual
Imajinasi

| RO &si
InfLisi
Gagasan
ambar
Musik
Bermimpi
Fleksibel

Eistemalis
Analitis
H.akti

Corpus Colosum : jembatan otak kiri dan
kanan, didalamnya ada zat serotonin




Huruf apa yang pertama
kali Anda lihat secara
spontan di balik warna
biru”?

o TikTok ) TikTok

Eguetzal-slory TODAY: @quetzal.story

1IN A MOKNTH: T'hinkir‘ug

I

IM & YEAR:

L]
%
-

=

i

E
1
[ ]




N

SUCCESS

Planning Action Discipline

SAYA TIDAK LEBIH BAIK

Sungguh saya tidak merasa
lebih baik dari siapa pun.

What others see Saya hanya merasa
B i perubahan itu harus kita
lakukan bersama-sama
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8 ANAK BUAH PURBAYA

Purbaya Akan Rotasi 50
— Pegawai Kemenkeu usai
OTT KPK

Pegawai akan diberhentikan jika
terbukti bersalah.

OTT Bea Cukai Mengejutkan!
KPK Sita Uang Miliaran dan
Emas 3 Kg dari Pejabat
Kemenkeu

Buah Purbaya di OTT KPK,
Pejabat Pajak dan Bea Cukai

.t.l

d

Tik Tok
.| @& ruang.cerltal 78




PRO-KONTRA
KEPALA DAERAH DIPILIH DPRD

«oms  Presiden Prabowo Subianto menyampaikan idenya

untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala
daerah oleh DPRD. Dia beralasan, Pilkada yang
berlangsung saat ini memakan biaya mahal.

PILKADA OLEH DPRD

) ) ) Praktik jual beli
Biaya pilkada lebih murah dukungan anggota DPRD
(candidacy buying)

Memperkuat fungsi K
etidakcocokan calon
perwakilan DPRD dengan aspirasi rakyat
Tidak demokratis
Lebih terstruktur dan abaikan
kedaulatan rakyat
Meminimalisasi Parpol dengan kursi
praktik tebar bansos DPRD terbanyak
& 'serangan fajar’ makin berkuasa

ANGGARAN PILKADA SERENTAK - 2024
g

D

<20

549

gaer®”

Alasan efisiensi anomali di
tengah bagi-bagi kue kekuasaan
yang masif. Negara pelit dalam
melayani hak politik rakyatnya. , ,

Saya lihat di Malaysia,
Singapura, dan India
efisien. Tidak keluar

duit banyak. ,,

Prabowo Subianto, Titi Anggraini,
Presiden RI Dewan Pembina Perludem

“SUMBER: KEMENDAGRI, BERBAGA| PEMBERTT, | SUSANTO.
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Praktik curang

resta demokrast - OlaP=-Siap! Politik Uang
berupa politik uang s

diprediksi akan dalam Pemilu 2024

lebih brutal
dimainkan dalam
Pemilu 2024.
Persaingan caleg
bakal sengit karena
jumlahnya yang
banyak, sehingga
politik uang bisa
digunakan untuk
mendulang suara
sebanyak-
banyaknya. Selain
itu, para kontestan
akan berlomba-
lomba karena di
kalangan caleg
mengakui jika
memang politik
uang itu memang
salah, tapi kalau
tidak diikuti akan
kalah.
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KPK: Tingginya Biaya Politik
di Indonesia, Kepala Daerah

Terpilih Punya Beban Besar

untuk Mengembalikan Modal
Politik

B e

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menyatakan biaya politik tinggi menyebabkan
praktik rasuah mudah terjadi dikalangan
kepala daerah. Praktik tersebut salah satunya
seperti penyalahgunaan kewenangan untuk
mengembalikan modal politik melalui
kebijakan publik setelah kepala daerah terpilih.
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7 Kepala ﬂae}ah‘ ‘l
Baru Dilantik
Februari 2025, sudah
Ditangkap KPK

o 4
| I ‘ . — A
ﬁ “a I.l-,,. T
‘Bupau R:uIaka T1 %r
Abdul Azis ditangkap
pada 7 Agustus 2025

terkait dugaan suap
pembangunan RSUD,

2 A |

'Bupati Ponorogo
Sugiri Sancoko
ditangkap pada 7
November 2025
terkait dugaan suap.

ubernur Riau Abdul
Wahid ditangkap

pada 3 November

2025 terkait dugaan
kasus pemerasan.

t1 Sudewo

Bupati Lam un :
£ puiy ditangkap pada 19

I{uswara I{unang

ditangkap pada 18
Desember 2025
terkait dugaan suap.

Al il bk

Tengah Ardito Wijaya
ditangkap pada 10
Desember 2025
terkait dugaan fee.

Januari 2026.
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* BUPATI PATI SUDEWO
DITANGKAP KPK! .
R
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SKANDAL JUAL BELI JABATAN DESA N
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Musibah atau Celaka ?

| Sudewo Peras Calon Perangkat
Desa Rp 150 Juta, Di-mark Up
Anak Buahnya Jadi Rp 225 Juta.

Ironi Wali Kota Maidi:
Bawa Madiun Raih Penghargaan
SPI 2022 Terbaik, Kini Terjerat OTT
KPK

EERant MENGET T By :
L S Hnmmmer .

g o [WIRASIA

Survei ‘ v
Penilaian .
Integritas o

PEMERINTAH KOTA MADFUN

TAHUH 2025

Wali Kota Madiun
Maidi ditangkap pada
8 19 Januan 2026
N diduga terkait dana
CSH.




KPK L
Pramilajan

R Tt SR Integritas

Skala Integritas per Instansi

REmian
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Pemerintah Kabupaten dan Kota

Tertingg! Tarendah
Ewrnirinlah Kurla Wadiun ::"'I'-*' ':':'-.'- LR L]

Pemerintah Provins

Tartinggl
Farrarr=iah Brmers
B L Wiy phirsm

Terandan
Furmurrinh Brogrm
Papia Aprm

Kementerian & Lembaga

@ Terendah
kiaamimuah fgurg

BUMN

Tartinggl Terendah
Eank Tahuingan Hegus Faark Ry e indanesia

Tartinggi
Farpuriaksan Hesocnal
rapibdlk; trascear-s

Potret Integritas
Nasional 2025

Potret Integritas Nasional (l)
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Madiun Berintegritas: Peringkat Tertinggi SPI1 2025 oleh KPK

Setyo Budlyuntn
Ketua KPK
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Semakin besar organisasi maka
semakin banyak komponen . KﬂmpﬂnEr!
integritas yang di perlukan untuk | Sistem Integ ritas

mengontrol utilisasi kapasitas :
secara berintegritas proporsional 1. Seleksi dan keteladanan pimpinan
(efek

Secanggih apapun S|5tem Jlka ada
di dalamnya maka akan
atau tidak berfungsi

AP KﬁR‘U P,:SII
JA l.EAhoT|ERUSb

[KOK{BISA?




MENGAPA...

* Penyimpangan APBD dianggap sudah biasa
terjadi karena dilakukan oleh semua
pengelolanya sejak awal perencanaan (”selama
tidak ketahuan, itu bukan kejahatan”)

* Beban BIAYA “ROYALITAS” dan “LOYALITAS”
Kedinasan atau Kepartaian (“jalan pintas lebih
dihormati daripada proses”)

* Pemenuhan gaya hidup (“saat ada kesempatan,
kita langsung rebutan”)

PR T Y~ NSV NS

TIGA MODUS KORUPSI PALING UMUM

it

.Pengadaan Barang & Jasa (63 kasus - 2024)
Markup harga proyek

Rekayasa pemenang tender

* Fee project dari kontraktor

2. Suap & Gratifikasi (49 kasus - 2024)
» Suap perizinan usaha

Gratifikasi dari pengusaha

* Pemerasan pihak ketiga

3.Jual Beli Jabatan

» Pejabat eselon bayar untuk jabatan

e Kepala dinas/UPT diperjualbelikan

* Rotasi jabatan berbayar



di Negeri RuwetNasia - @SutanhMangaraHip
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KPK melakukan kegiatan tangkap tangan

atas dugaan korupsi berupa pengondisian
pengerjaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten
OKU, Sumatera Selatan.

Dalam kegiatan Ini, KPE manetapkan & orang sebagai tersangka: &
e
HOP {Kepala Diras PUPR Eab, QKL

FJ {Anggota DERD Kab, OKU)
UM (anggota DPRD Kab, QKLU
MFR [Anggota DPRD Kab. QKLY
BAFZ {Swasta)

A5S [Gwnasia)

cooo 0o e

“Twma Feiumer Lmom i Feastas s Faasg [FAFR)
il o = O Mo e ag LR 00| HE‘ﬂ'lﬂU\k KPK! DPRD QKLU
Dicduga Minta Fee 20%:
dari Proyek Rp35 Miliar

=

i
il

E..

i = .. 1ok P i
= -! MODUS KORUPSI DINAS PUPR OKU,
| s pes8E" BERAWAL DPRD MINTA JATAH POKIR

Jubsarim, T D hrbr TN

Atas perbuatan para tarsangka
dana pokir yang betul-betul dimanfaatkan
untuk program pembangunan daerah bagi
masyarakat Jawa Timur hanya sekitar 55-70% s
dari anggaran awal

KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka
korupsi dan menahan 4 orang di antaranya

gfia hitah dar AFED Provins
syarakat ol Jawa Tirmur T

&l Kab, Tuk

Al TiHungacundg)

Hepk_go_id
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Dan Terjadi Lagi,
Korupsi Jual-Beli
Jabatan yang

m

/]

Makin Berani... oo
N
_-u_.‘___\_\_\__\_
STRUK BELANJA —
-—--__.__;
=uap Jual Beli B ——
Jabatan Rp900 juta O e
—'.._____—_
Fee Proyek RSUD
dr. Harj R ili H
e b Bupati Ponorogo Raup

Gratifikasi  Rp300 juta Rp2,6 VHIETEETR T|ga
Total:  Rp2.6 Miliar Klaster Dugaan Korupsi
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FibunNetwark
SOS0K ARDITO WIJAYA

BUPATILAMPUNGTENGAH
TERSANGKADUGAANSUAP
DAIII GHATIFII{ASI

' . r - 8 : ARDITO WiIJAY A
R Lahi: Bandar Jays, 23 Januar T80
Frofest: [ukier & Politilen
wioety = Jalratan: Bupat] Larspusg Tangah,
(3 Demasanmisim s o
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PERJALANAN i"'lllll:-‘ HWAYATPENDIDIKAN
‘Waiki| Bupati Lsmpung Tengsh 5 5D - BMA i Lampung Tengah
031~ 25 (bmrmama Muas Almad) £1 Kndokinran - Liniverahas Trisakt {308

Pilkacs 20b4: Calon Bupstl 2 . pagogoiee di bédang Kesshatan Masyarakat
bervaera § Komang Kaheri [Mimarrns) - Uniiversitias Mibira
Torpilth sehagal Bupais Lampung
Tasugah 253130 HARIER KESEHATAN
Dilarrti 20 Februned 3035 15 200 - BT - Dodder muda di Puskssmas. Seputih Surabeya
[Hmrmouriices 11 cinbarn OTT (3% BN - B - Dokber mida 3 Poshesrmsess Aunbls
pads 10 Diensmber 2025 5 2004 - 2006 - Kabid PTPL Diras Hesetwinn Lampang Tengh

FURLEER: T8 AN LE T M Bl AL SO TTISBLARE S CoAd | FGT N TR RIBTRAN N ISMENWAR, TE7 | RAFIE: AXEAY FINIANMS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah
periode 2025-2030, Ardito Wijaya (AW), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan
gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penetapan tersangka ini merupakan
buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK pada 9 dan
10 Desember 2025. Ardito diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20 persen dari sejumlah
proyek di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.



ljon proyek di Bekasi, KPK:
Bupati Ade Kuswara Rutin
Minta Uang sejak 2024

“Dalam rentang satu tahun terakhir
sejak Desember 2024 hingga
Desember 2025, ADK rutin meminta
‘ijon’ paket proyek kepada SRJ”

Modus Operandi: Praktik "ijon" dilakukan dengan cara memungut uang
setoran dari pengusaha sebelum proses lelang proyek resmi dimulai. Dana ini
diberikan sebagai jaminan agar kontraktor tertentu mendapatkan proyek di
masa mendatang, meskipun proyek fisiknya sendiri belum berjalan.

Keterlibatan Keluarga: Ayah Bupati, yang menjabat sebagai Kepala Desa
Sukadami berinisial HMK, diduga berperan sebagai perantara atau "pengepul”
dana ijon dari para pengusaha untuk diserahkan kepada putranya.

Nilai Suap: Total uang yang diduga diterima mencapai sekitar Rp 14,2 miliar.
Sejauh ini, KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai
Rp 200 juta dari kediaman Bupati yang disebut sebagai sisa setoran ijon.

KPK Periksa
Wakil Ketua
DPRD Jabar Ono
Surono Terkait
Kasus Korupsi

! Bupati Bekasi

KPK duga anggota DPRD
Bekasi Nyumarno terima
Rp 600 juta dari Sarjan

- -
> N ok

KPK Ungkap Rencana Bagi-bagi
Jatah Pokir dan Fee ke Anggota
DPRD OKU

KPK mengungkapkan bahwa ada jatah
pokir dalam kasus dugaan korupsi Dinas
PUPR Kabupaten OKU. “Dimana jatah
pokir disepakati sebesar Rp 45 miliar

Kasus Ade Kuswara lkut
Seret Tiga Anggota DPRD

Kab Bekasi dengan pembagian untuk Ketua DPRD dan
Ketiga anggota DPRD Bekasi Wakil Ketua Rp 5 miliar, serta masing-
tersebut yakni, Aria Dwi Nugraha masing anggota senilai Rp 1 miliar”.

(ADN) yang juga Wakil Ketua “Bahwa sudah menjadi praktik umum di
DPRD dari Partai Gerindra, Pemkab OKU, praktik jual-beli proyek

Nyumarno (NYO) dari PDIP, dan  dengan memberikan sejumlah fee kepada
lin Farihin (IF) dari PBB. Pejabat Pemkab OKU dan/atau DPRD”.
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Tradisi

_, _ L @
Korupsi
Korupsi di Indonesia bukan hanya masalah

politik.Ini adalah tradisi, warisan turun-
temurun yang kita rawat dengan baik.

Kita mengutuk pejabat yang mencuri
triliunan, tapi suka dengan suap dari
mereka di masa pemilihan!

Mungkin, kita bukan korban.Mungkin, kita
adalah bagian dari masalah ini.

Korupsinya

Pejabat korup tidak lahir dari ruang
hampa.Mereka belajar dari kita.

e Dari bapak yang menyuap supaya
anaknya jadi pegawai.

« Dari ibu yang menyuap agar
anaknya diterima di sekolah favorit.

« Dari kita yang mencontek, dan
bangga karena tidak ketahuan.



5 Kasus korupsi yang melibatkan keluarga
& ditangani KPK sepanjang tahun 2025:

Siap “Han Proyek di Kab Bekasi senilai Bpd,5 M
« A0 [Bupab Bekasi 2626-030)
+ HLE (Ayah dan ADK)

Buap Pengacdaan Barangddaea i Kab, Lampung Tengah
genilai ips,75 M

« A TBUpEl Lamping Tengsh 2025-2030)

« AP (Adik dar A0

Suap pengurusan Zin Usaha Pertambangan {ILF)
ol Kalimamnan Tinwir TA, 2013 kgl Ap3.5 M
= AF1 [Gubernur Kabmantan Timor 2008-25018)

= DDW (Anak AF1)

Suap pangadaan katals o PT Partamina

TA ZITZ-2074 senilai Rp1 7 M

= G0 {Direktur Pengelahan PT Permaming 201 2-20714)
= AR [Anakdari GO

Horlips berips penearimasn gratifikas, IO an

KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)
untuk memetakan potensi dan risiko korupsi, termasuk
di lingkungan instansi pemerintah. Responden survei ini

melibatkan pegawai internal sebagai perwakilan lembaga.
Total 390.754 partisipan (ASMN dan Non-ASN) dan hasilnya:

Temuan SPI 2024 (Bidang Pengelolaan Anggaran):

 43% - pegawai memberi gratifikasi demi promosi atau
mutasi jabatan.
= 48% - melaporkan perjalanan dinas yang tidak sesuai

kondisi nyata.

= 56% - menerima uang honor atau perjalanan dinas tidak
sesuai kondisi sebenarnya.

= 57% - menyalahgunakan anggaran kantor untuk
kepentingan pribadi.




= DPR:
Lembaga Paling
Dipersepsikan Korup

2]
51% responden menilai
DPR paling korup
(Tl 2020)
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KPK INGATKAN DPRD

TINGKATKAN INTEGRITAS,
HENTIKAN POLA
KORUPSI LAMA ﬂy

fih w

Modus Lama, Bungkus Baru
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KPK Kunci Celah Korupsi Pokir
DPRD, Peringatan Keras ke
Seluruh Anggota Dewan

TEE T A

KPK menegaskan bahwa Pokir sejatlnya
merupakan instrumen demokrasi yang lahir dari
hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui
kegiatan reses anggota dewan. Namun dalam
praktiknya, Pokir kerap bergeser menjadi alat
transaksi politik, sarana pengondisian proyek,
hingga pintu masuk praktik korupsi berjamaah.
Pokir itu legal, tetapi dalam praktik banyak
diselewengkan. KPK banyak menerima laporan
terkait permintaan fee, pengaturan pemenang
proyek, penunjukan rekanan, sampai intervensi
langsung ke OPD.

PERHATIAN I

BAD GOVERNANCE

Bagéimana Integritas di Lingkungan Anda 7

3 i
Corruption ‘:“ !_, }‘é

Secrecy L N
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“5 Rule of law
Transparency
Participation

Accountability
Sustainability




Gratifikasi

Tradisi yang Kita Nikmati

“Kalau nggak kasih uang pelicin, urusan
bakal lama.” Maka, kita terbiasa memberi,

dan mereka terbiasa menerima.

Lama-lama, ini bukan lagi suap.
Ini adalah normalisasi korupsi
yvang kita lakukan sendiri!
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Prabowo
Nyatakan Perang
Lawan Korupsi

Probowo percaya langkah itu dapat meningkatkan
kesajahteraan bogi seluruh rakyat Indonasia.







Cukup sudah.

Saatnya melawan habitus korupsi.

KORUPSI = KANKER BANGSA
Habitus bisa diubah.

Q Pelayanan Q) Keterbukaan
O Keberanian




Peran Integritas Integritas adalah salah satu nilai inti
dalam Membangun yang sangat penting dalam dunia
Kepercayaan
dalam Lingkungan
Politik di Legislatif

politik. Dalam lingkungan politik yang
kompetitif dan kompleks, integritas
memainkan peran krusial dalam
membangun kepercayaan dengan
partai, konstituen, mitra koalisi, dan
masyarakat secara umum. Integritas
merupakan pondasi yang kokoh dalam
membangun reputasi politikus yang baik.
Dengan menjaga integritas dalam segala
aspek politik, seperti menjalankan
praktik politik yang santun, bersih dan
beretika, mematuhi peraturan dan
hukum yang berlaku, serta memberikan
layanan yang berkualitas, politikus dapat
memperoleh reputasi yang positif dan
menjadi pilihan yang dapat diandalkan
bagi partai, konstituen dan mitra koalisi.

Stephen L
Carter
(1996)
integritas
merupakan
upaya positif

terkait T
korupsi  In side - out Petty Cash ——Grand Corruption

Korupsi
Turun

Sinergi
Simultan RGIFLWEES
dan Pilar

Inte'gqt*i_}as _ Integritas

Ind_i\jfgﬂu Organiisasi

Out side - in Norton & Kaplan (2006)

Integritas sebagai
“Value”

Integritas sebagai

ﬁ » -
Unity”
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Apakah upaya yang dilakukan sudah efektif dan efisien 7
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Moralitas
Fleksibel

Di negara ini, kebaikan bukan soal benar
atau salah. la soal kepentingan.

- Jika korupsi merugikan kita, kita
marah.

- Jika korupsi menguntungkan kita,
kita diam.

o Jika pejabat korup tapi membagi-
bagi rezeki, kita sebut dia
“dermawan.”

BIASAKAN YANG BENAR, lawan "’f“_-!ﬂ_:!-“l :
BUKAN MEMBENARKAN T
YANG BIASA...

[ RIGHT =]

= WRONG | p,, \ csf "




“Pimpinan adalah
aktor kunci dalam
mencegah korupsi.
Perlu sistem yang
baik, tetapi lebih
penting lagi adalah
kepemimpinan yang
berani dan
berintegritas dalam
tindakan, bukan
sekadar kata-kata.”

SETYO BUDIYANTO
kKetua KPK

ANTI '
KORUPSI ___

Dorong Komitmen
Pemberantasan Korupsi di
Daerah, Pemda dan DPRD
Kunci Penting Keberhasilan









Ditetapkan sebagai Tersangka
di Tahun 2025

Capaian Kinerjs KPK 2025

Sineocy: Patiean paogacien wang telah berkekua

STOP + JUMLAH KORUPTOR

Kesimpulan

» Kita bisa pintar, bisa hebat, tapi
tanpa integritas, kita hanya
menunggu waktu untuk gagal.

« CCTV Tuhan ada dimana-mana,
melihat setiap langkah bahkan
tahu setiap NIAT

« Tanpa integritas, semua kerja
keras kita cuma akan menjadi
bayangan semu, yang terlinat
berhasil padahal berisiko tinggi

« Hidup adalah pilihan, dan
integritas adalah pondasi
keberhasilan yang kokoh.
Jadilah orang yang tetap lurus
mesKi jalan terlihat sepi.




Hidup adalah 10% tentang apa yang terjadi
padamu, dan 90% tentang bagaimana kamu
Ermilih untuk bereaksi." - Charles R. Swindoll

Tikfalalah dan Kesulitan itu sifatnya netral,
@ 99 mu yang memberinya makna, apakah
itu jadi hambatan atau pelajaran.

Hidup adalah guru yang tidak kenal lelah, dan
dirimu adalah murid yang terus menulis ulang
makna dari setiap pelajaran.

Hidup tidak pernah berhenti menguiji,
dan hakikat dirimu terbentuk dari caramu

merespons ujian, bukan sekedar bertahan,
tetapi juga bagaimana tumbuh darinya.

Nggak Perlu Jadi SEMPURNA,
Kamu Hanya Perlu..

Fokus dengan tujuan 4 Berusaha total sesual
hidupmu » kemnampuand

Punyakemauan | . Mencoba hal-hal
menjadi lebih baik yang kamu suka
dlari dirimu kemarin

Bersyukur dan
Yakin dengan usaha berdamai dengan
yang kamu lakukan dirimu



Selalu berpikir positif agar hidup kita terasa
TENANG

Pandai bersyukur agar hidup kita tidak mudah
MENGELUH

Lebih baik sadar kekurangan daripada bangga
akan KELEBIHAN

Hidup hanya satu kali, pastikan Anda jangan
menua tanpa ARTI

_ INTEGRITAS BUKAN TENTANG APA YANG
Anto Ikayadi KITA LAKUKAN SAAT SEMUA ORANG

Praktisi Anti Korupsi/ Konsultan MELIHAT, TAPI TENTANG SIAPA KITA SAAT

Politik / Konsultan Pelayanan TIDAK ADA YANG MEMPERHATIKAN
Publik dan Sistem Integritas

RSUD / Praktisi Pembangunan

Budaya Integritas / Trainer/ - antonicikayadi@gmail.com
Motivator / Researcher / :

jgotaoiabe ' f'\

EETHP VL8R



KAB. SUKOHARJO

DPRD

| KABUPATEN SUKOHARID

Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD
lalui SIPD

Narasumber :

Vivin Gunawan, S.STP., M.A. Ak.CA
(Kemendagri)

DaftarKULIAH
A @ untag.semarang G Untag TV www.untagsmg.ac.id

klik A
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DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

R
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H:ﬂ Email:djkd@kemendagri.go.id ?""ﬂﬁ-l http://keuda.kemendagri.go.id n Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri @ KeudaGoDigital

SURAT KPK NO.2 TAHUN 2024
PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN APBD PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

+ Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dimohon tepat

waktu sesuai peraturan perundang-undangan;

Mengingatkan * Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui Musyawarah
Potensi Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari perangkat daerah dan dari Anggota
Terjadinya DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses, disampaikan sebelum Rencana

Tindak Pidana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang penetapannya mengacu kepada Rencana
Korupsi dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):

proses + Setiap proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi
penyusunan Pelaporan APBD harus terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
dan (SIPD RI)

penganggaran + Seluruh jajaran pemerintahan daerah agar menghindari transaksi yang dapat
APBD dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan

kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD: dan

+ KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD
TA 2025 maupun APBD Perubahan TA 2024, serta akan mengambil langkah-langkah
konkret Jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar
peraturan perundangan yang berlaku.




SURAT KPK KHUSUS SE JATIM

SURAT KPK B/3714/KSP.00/70-74/06/2025 tanggal 05 Juni 2025
Pencegahan Korupsi terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran
APBD Tahun Anggaran 2026 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025

. Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD

dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;

Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat, anggota
DPRD, dan perangkat daerah disampaikan secara transparan, sesuai
tahapan waktu, tidak ada benturan kepentingan maupun intervensi pihak
tertentu, dan penetapannya sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

. Tidak memaksakan pelaksanaan program apabila tidak sesuai dengan

RPJMD, menghindari praktik penggelembungan anggaran (penguatan
aspek regulasi dan penyusunan standar harga), penyalahgunaan
anggaran, serta menghindari pengaturan alokasi anggaran per anggota
DPRD dari hasil penjaringan aspirasi Masyarakat;

Pemerintah Daerah dan DPRD diimbau untuk memastikan alokasi
perjalanan dinas, kegiatan sosialisasi, lokakarya, workshop, seminar, atau
sarasehan dilakukan secara proporsional, fransparan, memiliki manfaat
yang jelas, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak
relevan dengan tujuan program;

LANJUTAN
SURAT KPK KHUSUS SE JATIM

SURAT KPK B/3714/KSP.00/70-74/06/2025 tanggal 05 Juni 2025 -
Pencegahan Korupsi terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran
APBD Tahun Anggaran 2026 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025

. Setiap proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan

akuntansi Pelaporan APBD harus terdokumentasi dalam Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);

Rekomendasi atas reviu APIP terhadap rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD digunakan dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari evaluasi
oleh Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur
untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

. Seluruh jajaran pemerintahan daerah agar menghindari transaksi yang

dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan
seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan
penganggaran APBD; dan

KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan
penganggaran APBD TA 2026 maupun APBD Perubahan TA 2025, serta akan
mengambil langkah-langkah konkret jika dalam proses tersebut ditemukan
adanya tindak pidana korupsi.
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PRINSIP UMUM

disusun sesuai kebutuhan

di d pgnyalenggaraan Urusan - Penerimaan Daerah merupakan rencana
Isusun dengan Pemerintahan daerah yang menjadi Penerimaan Daerah yang terukur secara
|'|'|E|'|1|JEE|I]ITIE|'|i KUA PPAS kewenangan Daerah dan kemampuan rasional yang dapat dicapai untuk setiap

. Egu_daua@] aerah sumber Penerimaan Daerah dan

yang didasarkan pﬂdﬂ RKFD berdasarkan pada ketentuan PUL

4 4
mempunyai fungsi otorisasi, : . Pengeluaran Daerah merupakan

perencanaan, pengawasan, rencana Pengeluaran Daerah sesuai

g DA g * | dengan kepastian tersedianya dana
alokasi, distribusi, dan : atas Penerimaan Daerah dalam jumlah
stabilisasi yang.cukup
Semua Penerimaan Daerah
dan Pengeluaran Darah _ Setiap Pengeluaran Daerah harus
dalam bentuk uang - l . mEm"'ﬂglzm:m;m yang
Penerimaan Daerah dianggarkzn dalam APBD I PERDA Pengeluaran Daerah
a. PendapatanDagrah ="l a. BelanjaDaerah
b.  Penerimaan Pembiayaan Daerah b.  Pengeluaran Pembiayaan Daerah

STRUKTUR APBD

Pendapatan Asli Daerah
» Pajak Daerah

» SiLPA

» Pencairan Dana Cadangan

» Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg
Dipisahkan

» Penerimaan Pinjaman Daerah

» Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah

‘ 5> R M Tana » Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah |

» Pembentukan Dana Cadangan

» Hibah | » Penyertaan Modal Daerah

» Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang
’ Jatuh Tempo

» Pemberian Pinjaman Daerah

» Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
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FUNGSI DPRD DLM KERANGKA REPRESENTASI
RAKYAT

PEMBENTUKAN ANGGARAN | PENGAWASAN

PERDA
BERSAMA, KEH Pl el FERATURAM KDH:
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PEAKSAHAAN PIRATURAK
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MEKANISME PENGANGGARAN DALAM KONTEKS
TUGAS DAN WEWENANG

| KEPALA DAERAH 1 DPRD

Pasal &5 ayat {1} hurul d UL Mo, 23 Pasal 107 ayal (1] heruf b dan
Taklun 2014 feniang Pemerinioghan FPasal 154 ayvat {1} huruf b UL Ne.
Daoerah, lwgos KEDH adalab “menyusun 23 Talhwn 2014 tentang Pemerinteh
dan mengajekan rancangan Ferdao Dacrah, tugos dan wewenang DPRD
tenlang APBD, rancongan Perda lentang adalah “membakics clan
perubolon APBD don roncongon Perdo memizerikan perseiujuan rancsngan
fentang pertanggungjawaban Ferdao Provinsi/Kab/Kota lenlang
pelaksanaon APBD kepoda DERD wniuk APED prﬂ""ir“i.-"rxu“("lmﬂlﬂ yang
dibalas bersama” digjulkan Gubemuor /Bupali/
Walikota”

SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD

(Pasal 104 & Pasal 157 UU 23/2014)

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja
dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan
demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan
negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan
golongan;

untuk mewujudkan tujuan nasional demi
kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”
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- STANDAR BISNIS PROSES SIPD
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SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN s

PERENCANAAN PENGANGGARAN
———

PERPRES 18/2020
PERPRES RKP 2021
PMDN 86/2017 PMDN NO

PMDN 40/2020 90/2019 jo.
KEPMEN NO

050-3708/2020

PP 12/2019
PMDN 64/2020
PMDN 77/2020
PERDA POKOK-POKOK
KEUDA

YV VY

TUJUAN SINKRONISASI/KONSISTENSI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Memastikan penyusunan program dalam RKPD telah berpedoman pada RPJMD.

2. Memastikan kegiatan dalam RKPD telah mengakomodasi Renja SKPD yang telah
disusun berdasarkan Renstra-SKPD.

3. Memastikan program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD telah memuat indikator
dan target kinerja (outcome dan output), kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif
serta prakiraan maju dan mendukung prioritas nasional

4. Memastikan KUA dan PPAS disusun berdasarkan RKPD sebagai landasan penyusunan
RKA-SKPD dalam rangka penyusunan RAPBD.

5. Memastikan hasil pelaksanaan APBD mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD
dan RPJMD.

6. Memastikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi fokus pada pencapaian target
kinerja yang ditetapkan.
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DASAR HUKUM SINKRONISASI
RKPD-KUA - PPAS & RAPBD

Pasal 17 ayat (2) Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
UU 17/2003 bernegara.

Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD,
sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni
tahun berjalan.

Pasal 18 ayat (1)
UU 17/2003

Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD

e T EE(E) membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

UU 17/2003

Pasal 25 ayat (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
UU 25/2004

Pasal 23 ayat (2) APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

PP 12/2019

NILAI STRATEGIS RKPD

Sebagai wadah untuk mengimplementasilkkan janji KDH terpilib
ke pacha masyarakat pacda saat o pranye

Inastrumen untul mengubur tingkat pencapalan kinerja HIDH
clan Kepala PD

L Pedoman peny usSsumnan rencana peneanpgEacan tahanan (APBLDN)

Alat kontrol atau pengavasan bagl masvarakat tevhadap
pencapaian target pembangunan




RKEPD (Pasal 12}

REKPD merupakan penjabaran
dari RPJMD vyang memuat
rancangan kerangka ekonomi
Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RKF dan
program strategis nasional
Yang ditetapkan alah
Pemerintah Pusat.

SISTEMATIKA RKPD

¥

EEEELEL

L5

SISTEMATIKA RKPD Pasal 79)

Pendalsuliamrs

Gamibsarms Uirnam Kondisi Daseraly

Keranghka Ekonorml dan Keuangan Daarah
Sasaran dam Priortas Pembangunan Casrab
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kola
Rencana Eerja dan Pendanaan Daarah;

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintabhan Daerah

Preermatuapr

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB II SISTIMATIKA RKPD

daerah (aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi

RPJMD

Telaahan thd hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pemb daerah

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.31 Permasalahan daerah yg berhub dgn prioritas dan sasaran pemb daerah
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.




2.2.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB II SISTIMATIKA RKPD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target
kinerja, lokasi dan SKPD penanggung jawab, meliputi:

a. Realisasi prog/keg yg memenuhi/tidak memenuhi/melebihi target kinerja hasil atau keluaran yg direncanakan.
b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

c. Implikasi yg timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja.
d

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yg dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,
terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

-—

. i &
" P
s L
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Kewajiban Anggota DPRD

i. menyerap dan menghimpun
kunjungan kerja secara berkala;

jo menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat; dan

k. Memberikan pertanggungjawaban secaar moral dan politis kepada

konstituen di daerah pemilihannya.

aspirasi konstituen melalui

Pemberian

Kunjungan Kerja secard

pertanggungjawab

berkala: kewajibary
an secara moral

dan politis anggota DPRD untuK
disampaikan pada bertemu konstituennyd

" secara rutin pada setiag
setiap masa reses

kepada pemlih di masa reses, yang hasil

daerah pertemuannya

dilaporkan tertulis kpd

RESES partai politkk melaluf

pemilihannya.
Penjelasan Pasal

161 huruf k. . . o . . . . fraksinya di DPRD.
: Menjaring Aspirasi Menyiapkan Disampaikan Penjelasan Pasal 164
pada Dapil Laporan Reses Dalam Paripurna huruf i

rapat paripurna.

PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
ATAU PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

¢« Pada awal masa jabatan keanggotaan, e Tahun Sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan
tahun sidang DPRD Provinsi dimulai saat sumpah/jani Anggota DPRD;

pengucapan sumpah/jani anggota. * Tahun Sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
. . . . * Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses,
» Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa

persidangan.

kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode
keanggotaan DPRD, reses ditiadakan.
* Masa Persidangan meliputi masa sidang + Dalam masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan

dan masa reses kecuali pada persidangan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh PP,
terakhir dari satu periode keanggotaan pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya

DPRD Provinsi, masa reses ditiadakan
(Pasal 125 UU No.23/2014)

pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan
dalam PP
(Pasal 87 PP 12/2018)
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PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD
(Pasal 88 PP 12/2018)

. ) . |+ Masa reses anggota DPRD secara perorangan atau kelompok
Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari
) ) dilaksanakan dengan memperhatikan: (1) waktu reses anggota
dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD Kab/Kota; dan
. . . DPRD, anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota di
paling lama 8 (delapan hari dalam 1 (satu) kali
i L. wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama; (2) rencana kerja
reses bagi DPRD Provinsi.
. pemda; (3) hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; (4)
Untuk daerah yang bercirikan kepulauan dan/atau
I . I kebutuhan konsultasi public dalam pembentukan Perda.
yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau,
i i » Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada
masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam)
. . . L pimpinan DPRD, paling sedikit memuat: (1) waktu dan tempat
hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
. kegiatan reses; (2) tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari
Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses
. . i . masyarakat; (3) dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
setiap anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari
) ) ) » Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan tidak dapat
sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang
melaksanakan reses berikutnya.

mudah diakses.

HUBUNGAN POKIR DALAM DOKRENDA

Reses | Resas || Reses il
G
T sbeti P ps |
‘\ | ParsumananBEFO
-~ | Taliwii ping
lani Mrt - Aprl S Bole Jul 0 Agustus Soprembar [es

. | — ‘

Baryra | WEND Mearembharg P
Tadiim i Tabunn
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» Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran

dan prioritas pembangunan serta

ketersediaan kapasitas riil anggaran.

* Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan
dalam daftar permasalahan
pembangunan yang ditandatangani oleh
Pimpinan DPRD.

POKIR DPRD
(Pasal 178 Permendagri No.86/2017)

Pokir DPRD, disampaikan paling lambat 1
(satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD
dilaksanakan

Pokir DPRD yang disampaikan setelah
melewati batas waktu, akan dijadikan bahan
masukan pada penyusunan perubahan RKPD
dasar perubahan APBD tahun berjalan atau

pada penyusunan RKPD tahun berikutnya

Pamjuppnan rancangen awel AKFD sebagoomans dimaksosd
clalorm Pasal 16 ayal (1] huruf b dimukai pada minggu periama
bulan Desember ¥ (dua) tahun sebefum tabun rencana. (Pasal
TH)

POKIR DPRD

POKIR DFRD

FPenyusunan sancangen awal RHEPD sehogaiins
irruakimind dalanm Pasal T4, soacsscaboap:

mnalisis gambarmn umurm koasdisy Coerals:

amdlisis rancongan kerangka ekonomit Daeral;

anea lisis kapasitas rifl Kewengan Dasrah;

penclnahian cancangarn awal Reoje Pecangkal Deeral;
perunrnsan perrasalanban perchanginen Deecat;
penelnnhon terhadnp sasarmn RPIRD;

penelnnhon terhadnp arah kebapnkon EPIMHD;
peneinabiag lerhodap kebjakan gemerinbal poda REKF
. dan progiacn sTralogss osasonal;

10, penelnahan polol-polok piliran DPFREDY

11, peramusan prioritas pembangenan Dasrab; dan

12 geertansiisai tetcann Keeja pragren dan pencbauraai

[Pasnl TE wyat |1}

L R B T A Y R

LCialam pengesunan rancangan el KEPD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), DFRD memberican saren don
pendapat borusps  pokok-pokok | plkiran | DPRD
berdasarkan heasil resesfpenjaringan aspirash
masyarakat sebagm bahan perumusan kegiatan, lokasi
kagiatan dan kedompok sazaran yang selamms demngan
pencapalan  sasaran  pommbangunan yang  telah
ditetaphan dalam Paraturen Dseral fentang BPIMD
[Pasal TH ayat {2]

1
- o

Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPFRD
sehagaimana dmmaksud pada ayet {2, disampaikan
secarm terfulls bepada kepala BAPPEDA.
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DOKUMEN PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM RANGKA PENELAAHAN POKOK-
POKOK PIKIRAN DPRD, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:
="

1 Inventarisasi jenis program/ 2 Kaii andancan dan 3
kegiatan yang diusulkan Jtimbaﬁ an 3 an
DPRD dalam dokumen giesram aikgn berkgitag Indikator  kinerja yang
rumusan hasil penelaahan d p 1 diusulkan serta lokasi
Pokir DPRD tahun lalu dan kengan usuian IR yang diusulkan.
dikelompokkan Tedklm egiatan hasil penelaahan
urusan SKPD. UERE I
4| Lakukan pengecekan dan| 5

validasi oleh tim penyusun

RKPD yang berasal dari Rumuskan wusulan program

SKPD terkait terhadap dan kegiatan yang dapat

kebutuhan lapangan dengan diakomodasikan dalam

mempertimbangkan asas rancangan awal RKPD.

manfaat, kemendesakan,
efisiensi dan efektivitas.

TABEL TB-57
RUMUSAN USULAN PRORGAM/KEGIA

HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
PROV/KAB/KOTA...

No. Program/ Indikator Volume  Lokasi Perangkat Validasi/
Kegiatan Kinerja Daerah Ket.
Terkait
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
&
4,
58
6.
Dst.
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BANGGAR DPRD MEMBERIKAN SARAN DAN
PENDAPAT KEPADA KEPALA DAERAH SEBELUM
ENETAPAN RKPIL

PADA TAHAPAN PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD

* Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan akhir RKPD

---.RKPD ditetapkan (Pasal 54 hurufa PP 12 Tahun 2018) -

RKPD berdasarkan masukan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi
* Rancangan akhir paling lambat pada akhir bulan Mei
* Rancangan akhir yang telah dibahas dijadikan bahan penyusunan Racangan Perkada RKPD

* Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan Rncangan Perkada RKPD Kepada Mendagri melalui
Ditjen Bangda dan Kepada Gubernur melalui Kepala Bappedaa provinsi untuk difasilitasi. Dilakukan
paling lama 15 hari sejak dokumen diterima secara lengkap.

Badan Anggaran memberikan saran dan
pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD
kepada kepala daerah dalam
mempersiapkan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah sebelum
peraturan Kepala Daerah tentang rencana

kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

\ /

Pasal 54 huruf a PP 12/2018
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z A Banggar DPRD
; % memberikan saran
= dan pendapat berupa
L 2 o
*REL -t at - b POKIR DPRD kepada
" KDH sebelum RKPD
L :
-

| 15 ,"_'_ ditetapkan

Tahap 2

Tahap 4

L3

KUA DAN PPAS
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KUA DAN PPAS

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD (target dan kinerja
yang tercantum dalam KUA/PPAS) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Muatan Rancangan KUA

a. kondisi ekonomi makro daerah; d. kebijakan Belanja Daerah;
b. asumsi penyusunan APBD; e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
c. kebijakan Pendapatan Daerah; f. strategi pencapaian.

Tahapan Rancangan PPAS

JADWAL KUA DAN PPAS
(Pasal 16 PP 12/2018)

Kepala Daerah menyusun Ran KUA dan Ran PPAS kepada DPRD paling lambat Minggu Kedua
Bulan Juli untuk dibahas dan disepkati bersama antara KDH dan DPRD.
Kesepakatan Ran KUA dan Ran PPAS ditandatangani KDH dan pimpinan DPRD paling lambat

minggu kedua bulan Agustus.

KUA dan PPAS yang telah disepakati KDH bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat
daerah dalam menyusun RKA SKPD.
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PEMBAHASAN RAN KUA DAN RAN PPAS
TIDAK SEPAKAT

Dalam hal KDH dan DPRD tidak menyepakati bersama Ran KUA dan Ran PPAS,
paling lama 6 (enam) minggu sejak Ran KUA dan Ran PPAS disampaikan kepada
DPRD, KDH menyampaikan Ran Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan
RKPD, Ran KUA, dan Ran PPAS yang disusun KDH, untuk dibahas dan disetujui
bersama antara KDH dengan DPRD sesuai dengan ketentuan PP

Pasal 91 PP 12/2019

PEMBAHASAN KUA DAN PPAS
(Pasal 16 PP 12/2018)

+ Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan
oleh DPRD dan KDH setelah KDH
menyampaikan KUA dan PPAS disertai
dokumen pendukung.

* Pembahasan Ran KUA dilaksanakan oleh
Banggar DPRD dan TAPD untuk disepakati
menjadi Kebijakan Umum APBD;

* Kebijakan Umum APBD menjadi dasar bagi
Banggar DPRD bersama TAPD untuk
membahas Ran PPAS.

+ Banggar melalukan Konsultasi dengan
Komisi untuk memperoleh masukan terhadap
program dan kegiatan yang ada dalam
rancangan PPAS;

+ Pembahasan ran KUA, PPAS, dan Konsultasi
dengan Komisi melalui rapat DPRD;

« KUA dan PPAS yang telah mendapat

persetujuan bersama ditandatangani oleh
KDH dan Pimpinan DPRD dalam rapat
Paripurna.
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PENAMBAHAN KEGIATAN BARU PADA KUA DAN PPAS
DILUAR RKPD
Pasal 343 ayat 2 dan ayat 3

2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat
dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan kepala daerah dengan ketua
DPRD;

3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat

kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah

k peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan /

Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017

RKA-SKPD
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PENYUSUNAN RKA SKPD

(Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 PP 12/2019)

Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3)
(Kesepakatan KUA dan PPAS dibahas dan disepakati bersama KDH dan DPRD, dan kesepakatan menjadi pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA-SKPD)
RKA SKPD disusun dengan pendekatan:
Ut Terlaksananya Penyusunan RKA dan terciptanya
Kesinambungan RKA-SKPD
Terpadu —
Dilaksanakan dengan Dengan Dilaksanakan dengan memperhatikan:
menyusun perkiraan maju memadukan a. Keterkaitan antara pendanaan dengan Kepala SKPD Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Program
seluruh proses keluaran yang diharapkan dari kegiatan; dan Kegiatan 2 (dua) TA sebelumnya sampai dengan
perencanaan dan b. Hasil manfaat yang diharapkan; semester pertama TA berjalan.
penganggaran di c. Efisiensi dalam pencapaian hasil dan !
Perkiraan maju berisi perkiraan  |ingkungan SKPD keluaran
kebutuhan anggaran untuk untuk menghasilkan o . 1. Evaluasi untuk menilai Program dan Kegiatan yang
program dan kegiatan yang dokumen RKA erpedoman pada: dilaksanakan atau belum diselesaikan TA sebelumnya
direncanakan dalam TA a. Indikator Kinerja; o . untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada TA
berikutnya dari tahun anggaran b. Tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai direncanakan atau 1 tahun berikutnya dari tahun yang
yang direncanakan SAB; direncanakan.
¢. Standar Harga Satuan; 2. Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun
d. Rencana Kebutuhan ‘BMD? dan terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang
e. Standa Pelayanan Minimal. ditetapkan kebutuhan dananya harus dianggar pada
tahun yang direncanakan.

Lanjutan PENYUSUNAN RKA SKPD...

(Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 PP 12/2019)

RKA SKPD memuat Rencana Pendapatan, Belanja, RKA SKPD juga memuat informasi mengenai Urusan

dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Standar Harga

serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya Satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan
Kegiatan.

Penambahan Kebutuhan Pengeluaran (belanja) di Luar KUA dan PPAS

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja
untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3).

(Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3) Kesepakatan KUA dan PPAS dibahas dan disepakati bersama KDH dan DPRD, dan
kesepakatan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA-SKPD)
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RKA-SKPD A

RKA-SKPD B

RKA-SKPD C

RKA-SKPD ...
dst....

= Kesesuaian dengan KUA & PPAS

= Capaian kinerja & indikator kinerja

TIDAK
SESUAI ® Prakiraan maju yg telah disetujui TA* ASB, SSH, RKBMD, & SPM
SSbelumava = Sinkronisasi program dan kegiatan
= D p inny antar SKPD
PENYEMPURNAAN
VERIFIKASI KDH menyampaikan paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan
- tahun anggaran berakhir.
> DPRD

\
SESUAI

—

RANPERDA

APBD
MENYUSUN

EMBAHASAN BERSAMA

< RKPD;
+ KUA; dan
< PPAS.
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PEMBAHASAN APBD

Kepala Daerah wajib mengajukan Ranperda tentang APBD
disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan PP untuk memperoleh
persetujuan bersama.

KDH yang tidak mengajukan Ranperda tentang APBD
dikenai Sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-
hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan PP selama
6 (enam) bulan.

Rancangan Perda dibahas KDH bersama DPRD dengan
berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS untuk
memperoleh persetujuan bersama.

Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan KDH, KDH
menyiapkan ran Perkada tentang penjabaran APBD dan
ran dokumen pelaksanaan anggaran.

KDH wajib mengajukan Ranperda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling
lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan
tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan
bersama antara KDH dan DPRD.

(penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota
keuangan, RKPD, KUA dan PPAS)

KDH yang tidak mengajukan Ranperda tentang APBD
dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan PP.
Pembahasan Ranperda dilaksanakan oleh KDH dan DPRD
setelah KDH menyampaikan Ranperda tentang APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai
ketentuan PP.

Pembahasan Ranperda tentang APBD berpedoman pada
RKPD, KUA dan PPAS

Pasal 311 UU 23/2014

Pasal 104 dan Pasal 105 PP 12/2019

PERSETUJUAN BERSAMA APBD

Kepala Daerah wajib mengajukan Ranperda tentang APBD
disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan PP untuk memperoleh
persetujuan bersama.

KDH yang tidak mengajukan Ranperda tentang APBD
dikenai Sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-
hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan PP selama
6 (enam) bulan.

Rancangan Perda dibahas KDH bersama DPRD dengan
berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS untuk
memperoleh persetujuan bersama.

Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan KDH, KDH
menyiapkan ran Perkada tentang penjabaran APBD dan
ran dokumen pelaksanaan anggaran.

KDH wajib mengajukan Ranperda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling
lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan
tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan
bersama antara KDH dan DPRD.

(penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota
keuangan, RKPD, KUA dan PPAS)

KDH yang tidak mengajukan Ranperda tentang APBD
dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan PP.
Pembahasan Ranperda dilaksanakan oleh KDH dan DPRD
setelah KDH menyampaikan Ranperda tentang APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai
ketentuan PP.

Pembahasan Ranperda tentang APBD berpedoman pada
RKPD, KUA dan PPAS

Pasal 311 UU 23/2014

Pasal 104 dan Pasal 105 PP 12/2019
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LANGKAH PERTAMA

AKUN SEKRETARIS DAERAH MEMBUAT AKUN ANGGOTA DEWAN
BERDASARKAN INFORMASI SEKRETARIAT DEWAN.

DETAIL YANG DIINPUT MELIPUTI INFORMASI NIK, NAMA, NOMOR
USERNAME, DAPIL, NOMOR HP, EMAIL, ALAMT DST. (USERNAME
ADALAH ID USER YANG DIPERLUKAN UNTUK LOGIN).

NOMOR DAPIL TIDAK AKAN MEMBATASI WILAYAH PENYAMPAIAN
POKIR HANYA UNTUK ADMINISTRASI REGISTRASI AKUN SAJA.

LANGKAH KEDUA

SETELAH  AKUN DEWAN
DIBUAT, ANGGOTA DEWAN
YBS MELAKUKAN  LOGIN
DENGAN MENGGUNAKAN
USERNAME YANG SUDAH
DIDAFTARKAN.

LALU PILIH TAHUN
ANGGARAN  BERKENAAN,
DAN PILIH MENU USULAN L i 1% i
RESES/POKIR. :

KLIK + USULAN BARU UNTUK
MENAMBAHKAN POKOK
PIKIRAN.
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LANGKAH KETIGA

SETELAH DI KLIK +USULAN BARU AKAN MUNCUL FORM,
LENGKAPI SEMUA DETIL YANG DIBUTUHKAN ETUK PENGUSULAN POKOK PIKIRAN. JIKA SUDAH KLIK SIMPAN

™ s Pl et pimirle 65D D0 skt oo b endl Delimiehar
s W L

- 1

| _ TH i

LANGKAH KEEMPAT

SETELAH POKIR DISUSUN, CENTANG
POKIT TERSEBUT. LALU KLIK AJUKAN
USULAN UNTUK MENYAMPAIKAN
POKIR TERSEBUT KE SEKRETARIAT
DEWAN UNTUK DISUSUN MENJADI
POKIR KELEMBAGAAN.
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LANGKAH KELIMA

SELANJUTNYA ANGGOTA DEWAN
DAPAT MEMONITOR PROSES
PENYAMPAIAN  POKIR  MELALUI

MENU MONITOR.

» B - - |
PROSES POKIR TERSEBUT DAPAT  [* T T
DILIHAT PROGRESSNYA. e
PROSES PENYAMPAIAN  POKIR ;
DEWAN SELESAI DILAKSANAKAN. —_—

MANFAAT PENGGUNAAN SIPD




.

ATy \FITUR MONITOR UNTUK MELIHAT PROGRESS USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN

POKIR 2021 /

PROGRESS USULAN DAPAT DIPANTAU SECARA REALTI

B i i e

"7 777 77 ’NFITUR MONITOR UNTUK MELIHAT PROGRESS USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN  § 'u

POKIR 2022 ‘ :

PROGRESS USULAN DAPAT DIPANTAU SECARA REAL TIME
B - it

60
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI

D ZAMAN OI.D REPUBLIKINDONESA .‘:

MENGGUNAKAN METODE MANUAL/KONVENSIONAL
DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN

TIDAK DILENGKAPI DENGAN KETERSEDIAAN DATA
REAL-TIME ~ YANG  BISA  MENDUKUNG  FUNGSI
LEGISLASI

FUNGSI PENGAWASAN MASIH MENGGUNAKAN

METODE MANUAL DPRD ZAMAN NOW

MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI DALAM MELAKSANAKAN
DAN MENGAWAL PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN

MEMILIKI  DUKUNGAN  DATA REAL-TIME YANG DAPAT
MENDUKUNG PENYUSUNAN KEBIJAKAN YANG LEBIH AKTUAL DAN

KOMPREHENSIF

MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN (TERMASUK
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM) DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI

RIMA KASI
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TGL 19 JANUARI 2026

@ SALHAH | Y

-
FRETEH
HEFUD_ K BOnMPIn

TRLLs s mmL AT LT LR
FERATIRAR FEWERIETH RERLBLL (RDOMEAL
AR TN HEA
AT TENTARD

L Rt N

WS AR R AR S PR TURLE XD
Ttk P L R L S ML B SO L L e BOURS

AN Rkl L AL L

WEATAL N T TR

e ————————

Mimm . oajsdes ase g
| [

| i e d

AW W R TR AT R

| mcts bl mmeme Jars LAl Frya e mygim

JTor o Fmie | w iy e e et

AR LA s Vo rom e P

FIRLMAHAK ATAS PRRATLRAK FRMERINTAH H00000 12 TaHLE 2007
TRATARE: FIAK KRIAKTAN TAK aTATYISTRATIF HMEDAN DAk ok G0
PEEAK FRERARILAK RAEYAT LhERAH

JERGAN BANRAT TLTIAN ¥aKG WdlA FR4

FREZUER BEVUBLS INJLNESA,

au ezl dirkremiaest 4o
perumdanpunzargan ks Shikkan
wrhadap b beestn Aom
alv Buanr L5 uun 2017 ueturg Hak
reatrabil Arepnan dan d-ppny rwainll
l'zrvakilan Rakyst Tasah,

—— - —
B Rk Sededaokan oo wiguonane dmakorad
ki, lwrd u pary fapean 'zramoman Pemedninh
benbizg Peubszss amse Preymomen Pensditih Hovo |39
Tabez 0T tervang Kk Teuegun cus (AR e ——




_mKQK_mKQ.K.EEBU.BAHAN

Pasal 9 Ayat (2) Pasal 9 Ayat (2)

* Pimpinan DPRD -+ Pimpinan DPRD
disediakan disediakan tunjangan
tunjangan kesejahteraan
kesejahteraan berupa:
berupa: a. rumah negara dan
a. rumah negara dan perlengkapannya;

b. kendaraan

erlengkapannya;
b. perorangan dinas;
dan
c. belanja rumah c. belanja rumah
tangga tangga

PP 18/2017 PP 1/2023 KETERANGAN

Perubahan dimaksud mengubah tunjangan kesejahteraan
Pimpinan DPRD antara lain berupa kendaraan dinas
jabatan dengan kendaraan perorangan dinas yang
merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah  Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas yang menyatakan bahwa
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah  berupa
Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan antara lain
kepada Pimpinan DPRD.

Nomenklatur yang dipakai yang diperbolehkan dijual
adalah kendaraan perorangan dinas bukan kendaraan
dinas  jabatan  sehingga  dilakukan  perubahan
Nomenklatur, sehingga Pimpinan DPRD dapat

melakukan pembelian barang milik daerah yaitu
kendaraan perorangan dinas (Mobil) yang dimiliki

_mKQK_mKQ.K.EEBU.BAHAN

Pasal 13 Ayat 5

+ Dalam hal
berakhir masa bakti,
perlengkapannya serta KEliGEGENICINGSHEDatEN
wajib EIKEHBElKER dalam keadaan baik kepada
Pemerintah Daerah
sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa
bakti.

Pasal 13 Ayat 6

+ Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan
rumah negara dan perlengkapannya berhenti
atau berakhir masa bakti, rumah negara dan
perlengkapannya waijib dikembalikan dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah [SEliig]

Pimpinan DPRD berhenti atau
rumah negara dan

PP 18/2017 PP 1/2023

Pasal 13 Ayat 5

« Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau
berakhir masa jabatan, rumah negara dan
perlengkapannya serta kendaraan
perorangan dinas wajib dikembalikan dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah
sejak tanggal penetapan pemberhentian
masa jabatan.

Pasal 13 Ayat 6
» Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan

rumah negara dan perlengkapannya
berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah
negara dan perlengkapannya  wajib

dikembalikan dalam keadaan baik kepada
Pemerintah Daerah sejak tanggal
penetapan pemberhentian masa jabatan.

pan pemberhe :



_mKQK_mKQK.EEBU.BAHAN

Pasal 14 Ayat 1

Rumah negara dan perlengkapannya serta
yang disediakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 &K

Pasal 14 Ayat 2

rumah negara
yang disediakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) iSEKESPENCINBERN

PP 18/2017 PP 1/2023

Pasal 14 Ayat 1

* Rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan  perorangan dinas  yang
disediakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 tidak dapat dilakukan pemanfaatan
dan pemindahtanganan.

Pasal 14 Ayat 2

» Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan
perorangan dinas yang sudah tidak
diperlukan bagi penyelenggaraan tugas
pemerintahan daerah dapat dilakukan
pemindahtanganan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

s perauran :

- T — =
___ POKOK-POKOK PERUBAHAN

Pasal 15 Ayat 1
« Dalam hal Pemerintah Daerah
belum dapat menyediakan rumah

negara dan Kendaraan dinas jabatan|
bagNPIMPIRERIDPRIN scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 13, kepada
yang bersangkutan diberikan

tunjangan perumahan dan [ijERGEN

PP 18/2017 PP 1/2023 KET

Pasal 14 Ayat 1

* Dalam hal Pemerintah Daerah
belum dapat  menyediakan
rumah negara dan kendaraan
perorangan dinas bagi Pimpinan
DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, kepada yang
bersangkutan diberikan
tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi

_-____._______

#



e, S — e
___ POKOK-POKOK PERUBAHAN E

PP 18/2017 PP 1/2023 KET

Pasal 16 Ayat 1 Pasal 16 Ayat 1

* Rumah negara dan ¢ Rumah negara dan
perlengkapannya serta [KEld@iaam perlengkapannya serta
dinsSEbEER scbagaimana  kendaraan perorangan  dinas

dimaksud dalam Pasal 13 serta
tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi sebagaimana dimaksud

sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 serta tunjangan
perumahan dan tunjangan

dalam Pasal 15 tidak [@@P&l transportasi sebagaimana
@ibeiikalkcpada Pimpinan dan  dimaksud dalam Pasal 15 tidak
Anggota DPRD secara GEiSamaan dapat diberikan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD

secara bersamaan. =

e

e, S — e
___ POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017 PP 1/2023

Pasal 17 Ayat 4
» Besaran [iifijSNGERNMSNSPORESH -
yang dibayarkan harus sesuai
dengan standar satuan harga
sewa kendaraan yang berlaku

untuk standar KERGSIGENGINES]
[EbaiEilbagi Pimpinan  dan
Anggota DPRD, _ [EKINSHESHR
biaya perawatan dan  biaya

Pasal 17 Ayat 4

Besaran tunjangan transportasi
yang dibayarkan harus sesuai
dengan standar satuan harga sewa
kendaraan yang berlaku untuk
standar kendaraan perorangan
dinas bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan,
tidak termasuk biaya perawatan
dan biaya operasional kendaraan
dinas

——



el -————
___ POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017 PP 1/2023 KET
Pasal 19 Ayat 1 Pasal 19 Ayat 1

* Pimpinan atau Anggota DPRD -+ Pimpinan atau Anggota DPRD
yang yang meninggal dunia atau

meninggal  dunia  atau
mengakhirijGScpcbatannya mengakhii  masa  jabatannya
diberikan uang jasa pengabdian

diberikan uang jasa pengabdian

PENGATURAN
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD




1.
2.

3.
4.

T —

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

Uang Representasi
Tunjangan Keluarga dan
Tunjangan Beras;

Uang Paket;

Tunjangan Jabatan;
Tunjangan Alat
Kelengkapan

Tunjangan Komunikasi
Intensif

Tunjangan Reses

1.

2
3.

Jaminan Kesehatan (BPJS) dan
Medical Check-Up

JKK/JKM

Rumah Negara dan

Perlengkapannya/Tunjangan
Perumahan Pimpinan DPRD

Belanja rumah tangga untuk
pimpinan

Kendaraan Perorangan Dina$S
Pimpinan DPRD/Tunjangan

Transportasi Pimpinan DPRD
Tunjangan Transportasi Anggota
DPRD

Pakaian Dinas

Uang Jasa Pengabdian

BELANJA PENUNJANG

KEGIATAN

PROGRAM, yang terdiri atas:
> penyelenggaraan rapat
> kunjungan kerja
> pengkajian, penelaahan, dan
penyiapan Perda
> peningkatan kapasitas dan
profesionalisme sumber daya
manusia di lingkungan DPRD
> koordinasi dan konsultasi kegiatan
pemerintahan dan kemasyarakatan
> program lain sesuai dengan fungsi,
tugas, dan wewenang DPRD
Dana operasional Pimpinan DPRD
Pembentukan kelompok pakar atau tim
ahli alat kelengkapan DPRD
Penyediaan tenaga ahli fraksi
Belanja sekretariat fraksi

* UANG REPRESENTASI

* TUNJANGAN KELUARGA
* TUNJANGAN BERAS

* UANG PAKET

* TUNJANGAN JABATAN

* TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN
* TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN

* TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
* TUNJANGAN RESES




= UANG REPRESENTASI
> Ketua DPRD setara KDH
> Wakil Ketua sebesar 80% dari UR Ketua DPRD
> Anggota DPRD sebesar 75% dari UR Ketua DPRD

®

* TUNJANGAN KELUARGA
> Tunjangan suamifistri dan anak yang sah
@ sesuai yang diberikan kepada ASN

= TUNJANGAN BERAS
@ > Tunjangan beras sesuai yang diberikan

—E— E -
o esaran Gaji dan Tunjab KDH
PP 109/2000
NO URAIAN PP 59/2000 KETERANGAN
Keppres 68/2001
A |Gaji Pokok
1 Gaji Pokok Gubernur 3,000,000.00
2 |Gaji Pokok Bup/Walikota 2,100,000.00
B [TunjanganJabatan besarnya 180% kali Gaji Pokok
1  [Tunjab Gubernur 5,400,000.00
2 Tunjab Bup/Walikota 3,780,000.00
JUMLAH A1+B1 8,400,000.00 Gaji & Tunjab Gubernur
JTUMLAH A2+B2 5,880,000.00 Gaji & Tunjab Bup/Walikota
_-___—______—

= TUNJANGAN JABATAN
> Ketua DPRD = 145% dari UR Ketua DPRD
> WKI. Ketua DPRD = 145% dari UR WkI. Ketua DPRE¥
> Anggota DPRD = 145% dari UR Anggota DPRD

[r—————)

kepada ASN
= UANG PAKET
> Ketua DPRD =10% dari UR Ketua DPRD
> WLKI. Ketua DPRD = 10% dari UR WKI. Ketua

DPRD
> Anggota DPRD = 10% dari UR Anggota DPRD

®

= TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN
> Ketua : 7,5%
> Wakil Ketua : 5% @
> Sekretaris : 4%
> Anggota : 3%
dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
= TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN
LAIN
> Besarannya = Tunjangan Alat @
Kelengkapan [diberikan selama terbentuk
dan melaksanakan tugas]
= TKI
> KImpk Tinggi : 7 x UR Ketua DPRD
> KImpk Sedang : 5 x UR Ketua DPRD
> Kimpk Rendah : 3 x UR Ketua DPRD
= TUNJANGAN RESES
> Klmpk Tinggi : 7 x UR Ketua DPRD
> KImpk.Sedang UR (T3 DPR




keuangan daerah

> tinggi
» sedang
> rendah

Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan

= Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran
pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN

= Dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TERDIRI ATAS 3 (TIGA) KELOMPOK, YAITU:

= TINGGI
= SEDANG
= RENDAH

-[:;ENGELDMPDI{AN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH ;

\/

PENDAPATAN UMUM
DAERAH

DIKURANGI

BELANJA PEGAWAI
APARATURSSIPIL
NEGARA

> DIHITUNG OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH [TAPD]

—




PENENTUAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

» Pendapatan umum daerah > Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan
terdiri atas Pendapatan Asli tunjangan serta tambahan penghasilan
Daerah, Dana Bagi Hasil, dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dana Alokasi Umum Belanja gaji dan tunjangan ASN seperti :
o * Gaji Pokok ASN,

Dana Bagi Hasil dimaksud * Tunjangan Keluarga,
merupakan Dana Bagi Hasil yang = Tunjangan Jabatan,
bersumber dari Transfer = Tunjangan Fungsional,
Pemerintah Pusat (Dana = Tunjangan Fungsional Umum,
Perimbangan), sehingga tidak ® Tunjangan Beras,
termasuk pendapatan daerah = Tunjangan PPh/'Tunjangan Khusus,
pada Kelompok Pendapatan Lain- - PemslEEm e,

. = Juran BPJS Kesehatan,
Lain Pendapatan Daerah Yang . . ) .

) ) X 2 uran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian,

Sah‘, sepert: dana bagi hasil pajak * Tunjangan Profesi Guru,
dari provinsi kepada * Tambahan Penghasilan Guru, dan
kabupaten/kota, serta dana = Tunjangan Khusus Guru
penyesuaian dan otonomi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan

= Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data

realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan -

PENGELOMPOKAN KKD
KKD PROVINSI

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TINGGI KKD > 4,5 Triliun
SEDANG 1,4 Triliun < KKD < 4,5 Triliun
RENDAH KKD < 1,4 Triliun

KKD KABUPATEN/KOTA

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TINGGI KKD > 550 Milyar
SEDANG 300 Milyar <KKD < 550 Milyar
RENDAH KKD < 300 Milyar

j



PENGATURAN
KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

P

TUMJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DFRD

JAMINAN KESEHATAN
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
JAMINAN KEMATIAN
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

BAGI PIMPINAN DPRD BAGI ANGGOTAN DPRD

* RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA . RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA
* TUNJANGAN TRANSPORTASI

* KENDARAAN PERORANGAN DINAS

* BELANJA RUMAH TANGGA.

10



TUNJANGAN KESEIAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

» luran kepada BPJS Kesehatan [termasuk suamifistri dan
anak]

= Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan
kesehatan di luar cakupan pelayanan yang diberikan oleh
BPJS Kesehatan
[Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan
dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suamifistri
dan anak]

Medical Check Up yang dilakukan di dalam negeri dimaksud dilakukan pada fasilitas kesehatan atau
rumah sakit, baik yang dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang berada di
dalam negeri dan diutamakan dalam daerah bersangkutan yang diberikan dalam bentuk jasa layanan,
dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran

T ———

TUMJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR

PSH : 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun
PSR : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
PSL : 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun

PAKAIAN DINAS DAN PDH lengan panjang : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu)
ATRIBUT tahun

= Pakaian yang bercirikan khas daerah : 1 (satu)

@ pasang dalam 1 (satu) tahun

mempertimbangkan prinsip :

= efisiensi

= efektifitas

= kepatutan

Standar harga ditetapkan dengan Perkada

—
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TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Standar sesuai dengan per-UU-an

Pemakaian sesuai dengan per-UU-an

Pemeliharaan dan perlengkapannya dibebankan pada APBD
RUMAH NEGARA DAN Jika berhenti/berakhir masa bakti, wajib dikembalikan
PERLENGKAPANNYA dalam keadaan baik sejak tanggal penetapan
[BAGI PIMPINAN DPRD] pemberhentian masa jabatan.

= Tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan
pemindahtanganan

* Rumah adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal
atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan

* Bangunan yang dimiliki Pemda merupakan barang milik daerah yang pengadaannya atas beban
APBD atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan per-UU-an

* Pemda yang belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD,
supaya diprioritaskan penganggarannya dalam APBD

TUMJANGAMN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

* Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan apabila Pemda belum dapat
menyediakan rumah negara dan perlengkapannya

* PPh Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang
bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]

* Penentuan besaran tunjangan perumahan sesuai dengan standar satuan harga
sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara tidak termasuk
perlengkapannya seperti meubelair, listrik, air, gas, telepon, dan sejenisnya
Memperhatikan:

* Prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran

e Standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan Perkada
sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an

—
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RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA

= Besaran tunjangan perumahan tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan
standar fisik/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah
yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

= Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang,
yaitu:
* Tunjangan perumahan Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD
* Tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD
* Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan Pimpinan dan

Anggota DPRD Provinsi

STANDAR RUMAH JABATAN BAGI PIMPINAN DPRD
DAN STANDAR RUMAH DINAS BAGI ANGGOTA DPRD

UKURAN MAKSIMAL
NO. RUMAH JABATAN/DINAS UNTUK :

Luas Bangunan Luas Tanah
1. KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA 300 m? 750 m?
2. WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA 250 m? 500 m?2
3. PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 150 m? 350 m?2 -]

o _-___——
Permendagri 11/2007 ttg Perubahan Per i

NUARI 2026
A =
"1&,
= 2. Barkanaan dengan hal tesebal & atas, dimina kepads Cubemur dan
T i Bupabfvdal Fota untuk mengambd langhah tindak fenjul sebagoe besrkus:
ararinn & Kebfakan pemberinn  lunjengan  peremahen  diakukan  dalam hal
= pamarintal dasrah bakim dapal mermadiakan rumah nesgars bagi Pimpoinan

danfatas  Anggota DPRD, yang penetapan  besarannya  dengan
mamparhalichn akas kapahdan, kesajpian, maacaitas, stander hage
s=iempal yong barlaku dan standar uas bangunen den lnhan rumah negare
sosual dengan ketentumn paraburan perundong-undangan.

b Basa@n iunjangan paramahnn sehegaimans lersabul pade hul o hanes
pEtual dangan slandir sahesan harga sewn narmah yang bedlaior untuk
alaidie fumabh egam bagl Prmpanan dandateu Anggota DPRED, tdok
termasuk mebel, belarga listrk, alr, pas, wepon dan sejenisnyga.

o Pengenaan Pojak Penghasilan Pasal 21 torhadop funjangen peuemdban
diicnankon kepada yvang basangltan sesus keoniean  paralunan
P LA n g -und angan
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nmnan nsgua dan redenpeapanngn eesisl slaeddse yang ek, Tdak
sapad tbarkan lunjasg ey pereiraten

I Peneniman bessran umangas perumahan Pmpinan danatayu Arggein
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kmhnnn dmmmﬂummmn hausgngan dsmrah, yang
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Lo VR T

1. Perechsan besaran tunjangan perumahan bagi Prmginan dandatau Anggota
DPRD setsium ditetegian dengan perlufe kepaks dosrah agar diakukan
WsiT nikasi #tan o pubis (pubie bearng)

4. Dalam passtagan besaran tarjangan perumahan Pimpinan danfatau Anggels
DOFRD dengan perafuran Mepali Dagrah isdebh dahuiu ditcondiresian
kopada Menter Dalam Megen mefaks Direkioral Jerdesal Bina Keuangan
Caefih

5. Sefanjutryn, Gubamur schagal 'Wakd Pemesintah Pusal df Daerah melakokan
evaluas dan mondonng ierhadap penetapan besaren unjangan panmahan
Pampinan danistss Anggets DPRD Kabupalenots di wiloyahnya

£. Dalam rangta pembinaan dan pengamasan pengelolEan keuangan dassah
Hrususnya penganggaran funjaegan paumahan Fimpinan dan'atay Anggola
DPRD, Gubemur dan BupatiVWak Kota memerintahian Inspeitoral Daerah
mulakukan pengawssan satusi dangan helentuan persburan pensmdang-
undangan.
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KENDARAAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

KENDARAAN PERORANGAN DINAS [BAGI PIMPINAN DPRD]

>

>
>
>

Y

Standar sesuai dengan per-UU-an

Pemakaian sesuai dengan per-UU-an

Pemeliharaan dibebankan pada APBD

Jika berhenti/berakhir masa bakti, wajib dikembalikan sejak tanggal penetapan pemberhentian masa
jabatan.

Tidak dapat dipindahtangankan, Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan
daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

' = Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD
» Dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah serta untuk
menjaga kehormatan dan menempatkan Pimpinan DPRD sesuai
kedudukannya sebagai Pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka
kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan tetap digunakan dalam
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
Pimpinan DPRD

KEMDARAAN DIMNAS JABATAN DAN TUNMJANGAN TRANSPORTASI

" Tunjangan transportasi hanya dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemda belum dapat menyediakan kendaraan
perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD

* PPh Pasal 21 dibebankan kepada yang bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]

= Penentuan besaran tunjangan transportasi :

Sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan

[tidak menggunakan harga sewa kendaraan harian]

Tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan dengan tetap memperhatikan prinsip

efisiensi, efektifltas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an

Tidak lebih besar dari harga sewa kendaraan yang berlaku umum untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang
ditetapkan

Ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

>

kepatutan dan berjenjang, yaitu:

> Tunjangan transportasi Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Wakil Ketua
DPRD,

> Tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Ketua DPRD

tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi

* Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip

> Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari :
—
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T ———

KENDARAAN PERORANGAN DINAS JABATAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

= Penghitungan besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD didasarkan atas standar kendaraan
~ perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sesuai peraturan pe-UU-an yang mengatur standarisasi sarana
~ dan prasarana kerja pemerintahan daerah

= Standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD tidak lebih tinggi dari standar kendaraan dinas
. jabatan Wakil Ketua DPRD

.STANDAR KENDARAN DINAS BAGI PIMPINAN DPRD

KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 [satu] Sedan/Minibus 2.500 cc
2. WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 [satu] Sedan/Minibus 2.200 cc
PEJABAT ESELON II = Bensin 2.000 cc

3" [UTK ANGGOTA DPRD (????) TIDAK DIATUR]

M

1 [satu] Sedan/Minibus | o105 500 cc

;#—
TUNJAMGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

* Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang

Pimpinan DPRD
* Memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan
BELANJA RUMAH TANGGA mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

= Kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan
kegiatan sekretariat DPRD
= Standar kebutuhan minimal rumah tangga diatur dalam Perkada

= Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara
dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

* Belanja Rumah Tangga:
> Disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, seperti kebutuhan makan
minum sehari-hari
> Penganggarannya dalam bentuk kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, sehingga penyediaannya tidak
diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD
»> Penyediaan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut memperhatikan prinsip efisiensi, |

efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewa'iarani sesuai denian kebutuhan niata I

[BAGI PIMPINAN DPRD]
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UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa

pengabdian
MASA BAKTI UANG JASA PENGABDIAN

KURANG DARIATAU 1 [SATU] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 1TH
S/D 2 TH 2 [DUA] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 3 TH 3 [TIGA] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 4 TH 4 [EMPAT] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 5 TH

5 [LIMA] BULAN ATAU PALING BANYAK 6 [ENAM] BULAN UANG REPRESENTASI

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli waris

Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian

PENGATURAN
BELAMNJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

__a
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BELAMNJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD, berupa :

= PROGRAM, yang terdiri atas:

penyelenggaraan rapat

kunjungan kerja

pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda

peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan

program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD

= Dana operasional Pimpinan DPRD

= Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD

* Penyediaan tenaga ahli fraksi

= Belanja sekretariat fraksi

>
>
>
>
>
>

___________—.—-—I

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

= Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD

untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari

= Yang dimaksud dengan :

* “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat,
melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD

» “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas
ketua DPRD dan wakil ketua DPRD

* “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah,
pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah
pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada
masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental
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TINGGI SEDANG
6 X Uang Repr. 4 X Uang Repr. Ketua
KETUA DPRD Ketua DPRD DPRD
[paling banyak] [paling banyak]
4 X Uang Repr. 2,5 X Uang Repr. Wakil
WAKIL KETUA DPRD Wakil Ketua Ketua
[paling banyak] [paling banyak]

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

BERDASARKAN KRITERIA KEMAMPUAN KEAUNGAN DAERAH

RENDAH

2 X Uang Repr. Ketua
DPRD
[paling banyak]

1,5 X Uang Repr.
Wakil Ketua
[paling banyak]

———

= Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

* 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum
* 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya

= Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan sesuai ketentuan pemberian tidak
digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening
kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan

akuntabilitas

= Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau
golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan

4
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TANGGUMGIAWABAN

AMNA EIIFEH&EIEINAL. PIMPINAN DPRD

S AWV e—— “
DAFTAR PENERIMA i'- [1/12]
Do

PAKTA INTEGRITAS / SP2D-LS
BENDAHARA
PENGELUARAN
DPA-SKPD 2.1 .
(DOP-DPRD) \ IMPINAN DPRD

BUKTl YANG

SAH
PAKTA LAPORAN
INTEGRITAS PENGGUNAAN DO

PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR
ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN

* Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu
pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat
kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi,
dan pimpinan alat kelengkapan DPRD

= Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang
untuk setiap alat kelengkapan DPRD

* Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan
dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan jumlah yang

ditentukan i
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PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR
ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu
DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan

Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TENAGA AHLI ALAT FRAKSI

* Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk
setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang
mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan
standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah

* Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD

* Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam
Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

* Pengadaan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
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BELANJA SEKRETARIAT FRAKSI

* Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan
kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
* Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran, yaitu:

* Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan

kelengkapan kantorsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas
* Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis
kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan
kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi,
efektifitas, dan kepatutan

PERATURAN PEMERINTAH
NO. 18/2017

TINDAK LANJUT

| PERDA TTG HAK KEUANGAN

DAN ADMINITRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD

[Pasal 28]

PERMENDAGRITTG
H PENGELOMPOKAN
KEMAMPUAN KEUANGAN
i DAERAH
[Pasal 8 ayat (5)]

PERMENDAGRI TTG

PENGEMBALIAN RUMAH

NEGARA DAN

PERLENGKAPANNYA SERTA

KENDARAAN DINAS
[Pasal 13 ayat (7)]

PERMENDAGRI

NO. 62/2017 TTG KKD

SE MENDAGRI
No. 188.31/7810/S)
HAL IMPLEMENTASI
PP 18/2017 DAN PERMENDAGRI
62/201:

PERKADA TTG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD, MENGATUR:

STANDAR SATUAN
HARGA PAKAIAN DINAS
DAN ATRIBUT[Pasal 12
ayat (3,

BESARAN TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN
TRANSPORTASI
[Pasal 17 ayat (6)]

STANDAR
KEBUTUHAN MINIMAL

DPRD
[Pasal 18 ayat (4)]

UMAH TANGGA PIMPINAN

BESARAN KOMPENSASI
KELOMPOK PAKAR/
TIM AHLI
[Pasal 23 ayat(5)]

BESARAN KOMPENSASI
TENAGA AHLI FRAKSI
[Pasal 24 ayat (3)]
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TERIMA KASIH
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Lampiran

Daftar Hadir Peserta



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1l. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semardng - 50233

E-mail : Ipmuntagsmp@yahon.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. ¢ Februari 2026

Hari, tgl : Sabtu, 7 Februari 2024

“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalul SIPD"

Waktu :19.00 - 22.45 wib
Agenda : Pembukaan & Sesil
No! [ NAMA JABATAN TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN SUKOHARJO
1 [K Nud;yanto. SP Ketua
T H_. kab -N.ugroho Wakil Ketua
3 |R Sardjono SM, S.E. Wakil Ketua
4 | Sigid Budi Raharjo, S.Si. Wakil Ketua
5 | Slagen Abu Gorda, S_E. M.M. Anggota
6 | H. Sutomo, S.H. - Mgota
7 | Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep. Anggota
8  Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si. Anggota
_9-*[3aAhono Marlianto, S.E., M.M. Anggota
| 10 | H. Danur Sri Wardhana, S.1. Anggota
11 | Endang Sri Sugiyanti, S.H. Anggata
i 12 | lwan Gunarto, S.E. Anggota
i3 | Sutoyo Anggota
14 | Jaka Triyatno, S.E. Anggota
15 | Didik Dwi Raharjo, S.T, Anggota
16 | Panvanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M. Anggota
17 | Mana Kristuliningsih, S.Pd. Anggota
12 | Bambang Santeso, SE. Anggota
19 Sugéﬁg Prasadja, AMd, Anggota
20 | Pradistya Figri Bagaskoro ¥ Anggota 20
21 | H. Idris Sarjono, S.H Anggota | h ‘<%
22 | Hj.Ariyana Ririn Yuanawati —-Anggota—li/b ; 22 Oﬁ&
23 | Anton Purwo Saputro Anggota ‘%_ i
24 | H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H. Anggota , 24 %JJ J
25 | Wawan Budi Setiantp, 5.T. Anggota |28 A" A
26 | Rizal Benny Dikta, S.E. -AAnggota ‘ 26




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JI. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. {024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail ; Ipmuntapsmz@yahoo.cam

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP
“Panganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalul SIPD"
Hotel Novotel - Surakarta. 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Sabtu, 7 Februari 2026
Waktu :19.00 - 22,45 wib
Agenda : Pembukaan & Sesil

27 | Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., MH, Anggota | %7

28 | Raditya Wisnu Wardhana, SE Anggota (E%Q&—
20 | H. Agus Sumantri, SH., Sp.N., M.M. Anggota |28/

30 | Glorry Himawan, S.H. — i Anﬁgbrta |

31 ‘Jak;—w;.lryanta. S.H. Anggota
32 !\Msanggeni Ind}a Aji Kusuma, S.H.— Anggota
33 }Wrdoyo Anggota
34 Tito Setiyo Nugroho, S.T. Anggota
35 | Hj. Siti Zakiyatun Nimah, S.E. Anggota
36 | Hj. Sumiyall, S.E. Anggota |
37 | H. Suhardi, S.E,, im.Si. Anggota
3g | H. Pamujo, S H., M.H. Angg;ﬁs

39 | Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par, ' Anggota
40 | Sumadi, A.Md. Anggota

41 | H. Sunoto, S.H. Anggata

42 | Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd. Anggota / 42
43 | Supardiyanto Anggota 43 a—.l\/é (

S RS ER  viise 1




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawlyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax, [024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lomuntagsmg@yahoo.com r L

“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”
Hotel Novotel - Surakarta, 7 5.d. @ Februari 2024

Hari, tgl : Sabtu, 7 Februarl 2026
Waktu :19.00 - 22.45 wib
Agenda :Pembukaan & Sesi |

NG NAMA JABATAN TANDA TANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

1 | Basuki Budi Santoso, 5.MH SekreterisDPRD | 1 . |

2 | Lobrin Agung Q, SIP. M.Si Kﬂbg :;g;g: dan fl-wplg * k2

3 | Joko Purwanto, S.STP, M.M. jaireroev il | i

4 | Padmiyarsi, S.So0s, M.Si Karsuieq Serpeas / :

5 | Teguh Pmse&b. SE  KesbegTy 9 ¥ —|

6 | Suhud Tri Wardhono, S.Psi. MM Ao 6 ()2)‘\

Analls Kebijikan 7

7 | Maryono, SE, MM Anlinuda__ C@V

8 | Bambang Subandrig, SIP m";ﬁﬁ“m — B@M

9 | Retno Handayani, SE,M.M m",f:f{;l;,"is ¥t q ; {:

| 10 | Nanda Prakasita Nareswari, S.H. EORch M

Kehizan

1 | Noerdiana Zulfi, S.M e “M .(

12 | Melly Melati Devi, S.LKom. ey ﬁg
; 5 3 3 i Panelash Tebris 13 A
i3 | Zanisa Ari Nilasari, S.Psi Keblsen | n

14 | Wahyu Anggoro Latif, SE o "




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I, Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024} 8441771, Fax, {024 8441772 Semarang - 50233
E-mall : lpruntagsmaidyahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP
“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"
Hotel Novotel - Surakarta. 7 s.d. ? Februari 2026

Harl, tgl : Minggu, B Februari 2026
Waktu :08.00 - 11.45 wib

Agenda : Sesill
JABATAN TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN SUKOHARJO '
1 | H. Nurjayanto, S.P Ketua %_
2 | H. Joko Nugraho Wakil Ketua 3 2 b
3 | H. Sardjono SM, S.E, T Wakil Ketua 13 % -
4 | Sigid Budi Raharjo, S.Si. Wakil Ketua 4 6%?}‘
5 | Slagen Abu GordaS.E.—MM - Anggota 5 < : Q\
é | H. Sutomo, é.l-l. ] . S Anggota
7 | Debora Melani Rian Astuti, AMd. Kep. | Anggota
8  Wawan Pribadi, S.50s., M.Si. Anggota
9 Dahon—o Marlianto, S.E., M.M. Anggota |
0 | H. Danl:lr éri-Wawhana. S.T. Anggota
1 Endang'gri—Sugiyanti . S.H. Anggota
12 | lwan Gunarto, S.E. Anggota
13 | Sutoyo el ) Anggota
14 | Jaka Triyatno, S.E. N Anggota
16 | Didik Dwi Raharjo, S.T. Anggota
16 | Parwante Mulyo Saputra, S.Psi, M.M. Anggota
7 Maria Kristutiningsih, S.Pd. Anggota
1" Bambang Santosgo, S.E. Anggota
9 Sugeng Prasadja, A Md. Anggota
; 20 | Pradistya Fiqri Bagaskoro Anggota
21  H. Idris Sarjono, S.H Anggota
22 | Hj.Artiyana Ririn Yuanawati Anggota
23 | Anton Purwo Sapufro Anggota
24 | H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H. Anggota
25 | Wawan Budi Setianto, S.T. Anggota
26 | Rizal Benny Dikta, S.E. Anggota




N UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
i ' LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

@ '
o / JI. Pawiyatan tuhur, Bendan Duwur Telp. {024) B441771, Fax, (024 8441772 Semarang - 50233

E-rtall 2 lpmuntagsinginyahao.com
DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP
“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. ¢ Februar 2026

Hari, tgl : Minggu, 8 Februari 2026
Waktu :08,00 - 11.45 wib

Agenda : Sesill
27 | Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., MH. Anggota | 27 = T
28 .Raditya\Msnu Wardhana, SE Angigota %5&.-/ = i Tr—
29 | H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M. Anggota 29" g
30 | Glorry Himawan, S.H. Angoota 4 20 ' — |
3 JakaWuryanta, SH, Angoota W
El Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H. Aﬁg;om 32
_;3 Widoyo Angg-o;a % i AT
3a | Tito Satiyo Nugroho, S.T. | Anggot E =
| 35 | Hj. Sifi Zakiyatun Nimah, SE. Anggata | 39 }1 : 7
| 3% Hj. Sumiyati, SE. Anggata %y .
37 | H. Suhardi, SE., M.SI. Anggota Wllt— 7](4 z y
38 | H. Pamujo, S.H., M.H. Anggota B %
3% | Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par. Anggota 39
40 | Sumadi, A.Md. Anggata RS
41 | H. Sunota, S.H. Anggata |4 — MM\
42 | Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd. Anggota PR S
43 | Supardiyanto Anggota |43 a w\_){ ! /%

|




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

). Pawdyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mall : fan:untagsma@yahoo.com
DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

]
e

Rk
e A '/

TEMARNTS

Hari, tgl : Minggu, 8 Februari 2026
Waktu :0B8.00 - 1145 wib
Agenda : Sesill

JABATAN TANDA TANGAN

NO NAMA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretaris DFRO

1 | Bas;kuéudl Santoso, S.MH

2 | Lobrin Agung Q, SIP, M.S g

3 | Joko Purwanto, S.STP, MM, Kah.:ﬁ;;m

4 | Padmiyarsi, S.Sas, M.Si Kazbag Sarpras

5 | Teguh Prasetyo, SE  Kasubsg TU
& | Suhud Tri Wardhono, $.Psi. MM A ithida

7 | Maryono, SE, MM M:':rmm
& | Bambang Subandrio, SIP s

9 | Retno Handayani, SE.MM =

10 | Nanda Prakasita Nareswari, S.H. %",ZE:LTE

11 | Noerdiana Zulfi, S.M mm:m_,,Q

2 | Melly Melati Devi, 5.1 Kom. i

13 | Zanisa Ari Nilasari, S.Psi el

14 | Wahyu Anggoro Latif, SE e




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JL Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp, {024) B441771, Fax. (024) 3441772 Semarang - 50233
E-mail : lomuntapsmpad@iyahoo.com '

&
* -7/
SEyeymax.
' DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”
Hotel Novotal - Surakarta, 7 s.d. @ Februari 2026

Hari, tgl : Minggu, 8 Februari 2026
Waktu :13.30 -17.15wib

Agenda : Sesi lll
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN SUKOHARJO ;

1 | H. Nurjayanto, S.P Kotu_a ]
2 | H. Joko Nugroha Wakil Ketua ;
3 | M. Sardjono SM, S.E. Wakil Ketua |
4 | Sigid Budi Raharjo, S.Si. Wakil Ketua
‘5 | Slagen Abu Gorda, S.E, M.M. Anggota

6 |H. Sutom—o.?H—. R Anggota

7 | Debora Melani Rian Astuti..A-:Md. Kep. Anggota

g8 | Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si. Anggota

_—9 Dahono Marliahto.is.Ei.,_ﬁ.M.‘_ 7 ) Anggota

10 | H. Danur Sl Wardhana, §.T. Anggota

11 | Endang Srl Suglyanti, S.H. Anggota

2 | Iwan Gunarto, S.E. Anggota

13 | Sutoyo Anggeta

14 | Jaka Triyatno, S.E. | Anggota

15 | Didik Dwi Raharjo, S.T. | Anggota

16 | Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M. Anggota

17 | Maria Krisfﬁti-ningsih, S.Pd. Anggota

18 | Bambang SQntoso. S.E. ) - 7Anggota A

19 | Sugeng Pra.;)adja, AMd. o Anggota

20 | Pradistya Fiqri Bagaskoro Anggota

21 | H. Idris Sarjono, S.H Anggata

22 | Hj.Artiyana Ririn Yuanawati Anggata

2'3 d -Anton Purwo Saputro Anggata

24 | H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H. Anggota

25 | Wawan Budi Setianto, S.T, Anggota

26 | Rizal Benny Dikta, S.E. ; Anggota




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JI. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233 *
E-mail : ipmuntagangfyahaoa,com
DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl : Minggu, 8 Februari 2026
Waktu :13.30 -17.15 wib

Agenda : Sesilll

27 | Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H. Anggota | 27 \i _

28 | Raditya ’f_v_'f"" Wardhana, SE Anggota Q—'Q'RA_I Mijr—-"
29 | H. Agus Sumantri. S.H., Sp.N., M.M. Anggota 297~ =

30 | Glorry Hinﬁév}an. S.H.
31 | Jaka Wuryanta, S.H.

32 | Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.
33 | Widoyo

34 | Tito Setiyo Nugroho, S.T.
I mi;atun Nir'ma_h._SE.
36 | Hj. Sumiyati, S.E.

37 | H. Suhardi, S.E., M.Si.
38 | H. Pamujo, S.H., l!;.H.
39 | Reza Rizkvaamadhan, S.Tr.Par. Anggota | 39 . =
40 | Sumadi, A.Md. '
£ | H. Sunoto, S.H.

42 | Yenlor Wahyu Aprisa, S.Pd.

43 | Supardiyanto

i



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JI. Pawlyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. {024) 8441772 Semarang - 5023
E-mail ; IpmuntagsmEiyahoa.com e

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOF
“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"

Hotel Novotel - Surakarta, 7 5.d. @ Februari 2026

Harl, tgl : Minggu, 8 Februari 2026
Waktu :13.30-17.15 wib
Agenda : Sesi lll

NO
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

NAMA

JABATAN

TANDATANGAN

1 | Basuki Budi Santoso, S.MH Sekretars DFRD
__27 Lobrin Agung Q. SIP. M.S| K’“&gﬁ"” i
3 | Joka Purwanto, 8.STP, M.M. “ﬂ;‘f"’— |
4 | Padmiyarsi, S.Sos, M.Si Kes0ag Serpras
5 | Teguh Prasetyo, SE  KesubgTU
6_| Suhud Tri Wardhono, SPEL MM | s
7 | Maryono, SE, MM | e
8 | Bambang Subandrio, SIP iy
% | Retno Handayani, SE.M.M | )
| 10 | Nanda Prakasita Nareswari, SH. :‘",g?;;_g""
1 | Noerdiana Zulfi, S.M el
12 | Melly Melati Devi, $.1.Kom. oy
12 | Zanisa A Nilasari, S.Psi g el
14 | Wahyu Anggoro Latif, SE S

Kebijaen




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

i1, Pawdyatan Lubur, Bendan Puwur Telp, (024) 8441771, Fax. (024} 8441772 Semarang - 50233
E-mail ; Ipmuntagsma@yahoa.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP
“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalul SIPD"
Hotel Novotel - Surskarta, 7 s.d.  Februari 2026

)

£

Hari, tgl: Senin, ? Februari 2026
Waktu :08.00 - 11.45 wib
Agenda :Sesi IV & Penutupan

JABATAN TANDATANGAN

DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

1 | H. Nurjayanto, S.P Ketua
3 2 | H.Joko Nuﬁroho Wakil Ketua
3 | H. Sardjono SM, S.E. Wakil Ketua
4 | Sigid Budi Raharjo, S.Si. | waki Ketua
5 |Slagen Abu Gorda, SE, MM, Anggota
6 | H. Sutomo, S.H. ' Anggota
7 | Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep, Anggota
g8 | VWawan Pribadi, 5.Sos., M.Si. Anggota
9 | Dahono Mariianto, S.E., M.M. Anggata
1¢ | H. Danur Sri Wardhana, S.T. Anggota
11 | Endang Sri Sugiyanti, S.H. Anggota
12 | lwan Gunarto, S.E. Anggota
13 | Sutoyo Anggota
14 | Jaka Triyatno, S.E. Ang-go_taﬁ
15 | Didik Dwi Rahario, S.T. Anggota
16 | Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M. Anggota
17 | Maria Kristutiningsih, S.Pd. Anggata
18 | Bambang Santoso, S.E. | Anggota ,
_1‘; Sugeng Prasadja, A.Md. . Anggota I |
20 | Pradistya Figri Bagaskoro i Anggota &_-\% 20 :
21 | H. Idris Sarjono, S.H Anggota 21 = %
22 | Hj.Ariyana Ririn Yuanawati Anggota N\ - ¥ 2
23 | Anton Purwo Saputro Anggota | 23 /L % N
24 | H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H. Anggota 24 f‘/
25 | Wawan Budi -Selianto, S.T. Anggota Zw : S
| 26 | Rizal Bonny Dikta, S.E. Anggota S| 26 L




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pawiyatan Lubur, Bendan Duwur Telp.'|024) 8441771, Fax. {024) 8441772 Sernarang - 50233
E-mail : lamuntapsme@&vyahon.com
DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalul SIPD"
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl: Senin, 9 Februari 2026
Waktu :08.00 - 11,45 wib
Agenda : SesilV & Penutupan

27 | Yoshua Sindhu Riyante, S H., M.H.
28 | Raditya Wisnu Wardhana, SE

29 | H. Agus Sumantn, S.H., Sp.N., M.M.
30 | Glorry Himawan, S.H.

31 : Jaka V;'uryanta, S.H.

32 | Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.
33  Widoyo

34 | Tito Setiyo Nugroho, S.T.

35 Hj. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.

36  Hj. Sumiyati, S.E.

|37 | H. Suhardi, S.E., M.Si |
3 H. Pammujo, S;IMT '
39 | Reza Ra(_y_ﬂam-adhan. S.Tr.Par.
40 | Sumeadi, A.Md,

41 | H. Sunoto, S.H.

42 | Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd. -

43 | Supardiyanto

————




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JI. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp, (024) B441771, Fax, (024) BA41772 Semarang - 50233

E-mall : Ipmurtapsmpiyaboo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP
“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalul SIPD”

Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. 9 Februari 2026

Hari, tgl: Senin, ¢ Februari 2026
Waktu :08.00 - 11.45 wib
Agenda : Sesily & Penutupan

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

1 | Basuki Budi Santoso, $.MH SckrotarisDPAD | | .

2 [ Lobrin Agung Q, SIP. M. Gl tegamds |

Joko Purwanto, $.STP, M.M. |2

4 | Padmiyarsi, S.Scs, M.Si Kasubag Sapras

5 | Teguh Prasetyo, SE Kasubag TU

6 | Suhud Tri Wardhono, S.Psi. MM | *7RTEHE

7 | Maryono, SE, MM GrvEm

8 | Bambang Subandrio, SIP e

9 | Retno Handayani, SE MM N

10 | Nanda Prakasita Nareswarl, SH. P“':;t::;:“‘

11 | Noerdiana Zulfi, S.M mmm
| 2 | Melly Melati Devi. S.1.Kom. Pl

13 | Zanisa Ari Nilasari, S.Psi e

14 | Wahyu Anggoro Latif, SE M:e?';:::m




DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP
“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"”
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. ¢ Februari 2026

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024] B441772 Sermarang - 50233
E-mail : [pmuntagsmg@yahes.com

Hari, tgl: -
Waktu -
Agenda : Tanda Terima Souvenir
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN SUKQHARJO
1 |H Nurjayanto, S.P Ketua '%
2 | H. Joko Nugroho Wakil Ketua - [2L oy
3 | H. Sardjono SM, SEE. Wakil Ketua | 3 %% i
4 | Sigid Budi Raharjo, S.Si. Wakil Ketua y
5 | Slagen Abu Gorda, S.E, MM. Anggota
&6 | H. Sutomo, SH. e Anggota
7 | Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep. Anggota
8 | Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si. Anggota
¢ | Dahano Marlianto, S.E,, M.M, Anggota
10 | H. Danur Sri Wardhana, S.T. Anggota
“11 ' Endang Sti Sugiyanti, S.H.“— Anggota
12 | lwan Gunarto, S.E.— | Anggota
13 ' Sutoyo rAnggota
14 | Jaka Triyaino, S.E. I Anggota
15 | Didik Dwi Raharjo, S.T. | Anggota
.—16 Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, MM. | Anggata
17 | Maria Kristutiningsih, S.Pd. | Anggota
18 | Bambang Santoso, S.E. _ l Anggota
19 | Sugeng Prasadja, A.Md. Anggata
20 | Pradistya Figri Bagaskoro | Anggota
21 | H.idris Safono, SH | Anggota
22 | Hj.Artiyana Ririn Yuanawali | Anggota -
23 | Anton Purwo Saputro | Anggota
24 | H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H. Anggota
25 | Wawan Budi Setianto, S.T. Anggota
26 liizal B;ﬁny Dikfa. S.E. Anggota
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NIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

‘€ ) LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JI. Pawlyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024} 8431771, Fax, {024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail ; Ipmuntagsmg@vyahaa.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalul SIPD"
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. ¢ Februari 2026

Harl, tgl: -
Waktu :-

Agenda : Tanda Terima Souvenir

27 | Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H.

28 | Raditya Wisnu Wardhana, SE

31 | Jaka Wuryanta, SH.

29 | H. Agus Sumanlrd, S.H., Sp.N., M.M.
30 | Glorry Himawan, S.H.

32 | Wisanggeni Indra Aji

Kusuma, S.H.

33 | Widoyo

T8 Titd Setiyo Nugroho,

S.T.

35 | Hj. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.

36 | Hj. Sumiyati, S.E.

- -

37 | H. Suhardi, S.E., M.Si.

: 38 | H. Pamujo, S.H., M.

H.

39 | Reza Rizky Ramadh

an, S.Tr.Par.

40 | Sumadi, A.Md.

41 | H. Sunoto, S.H.

42 Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd.

43 | S;Jprdiyanto




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JI. Pavdyatan Wihur, Bendan Duwur Telp. (024) 8331771, Fax. (024) 8441772 Sernarang - 50233
E-mail : Ipmuntazsmp@yaboo.com
DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

“Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Plkiran DPRD melalul SIPD"
Hotel Novotel - Surakarta, 7 s.d. ¢ Februari 2024

Hari, tgl: -
Waktu :-

Agenda : Tanda Terima Souvenir

JABATAN TANDA TANGAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO '

1| Basuki Budi Santaso, S.MH i n 2|
2 | Lobrin Agung Q, SIP. M.Si o "*'““gg;_‘"l] i 2L

3 | Joko Purwanto, S.STP, M.M. Knbx:;mmmn | 3k ,.,T ® ‘,‘
- 4_ Pf_tin_\iygtsi. S.S0s, M.Si Kasubag Saprs :’4 mﬁ‘ f

5 | Teguh Prasetyo, SE Kesioag TU 51 | i’
6 | Suhud Tri Wardhono, SPsi MM | AR 6 H( 1

7 | Maryono, SE, MM Areliteomen |7 L@kk *

8 | Bambang Subandrio, SIP e eana | ——  f| & |

9 | Retno Handayani, SE,.M.M _ﬂ:":’i&:"“ﬂg’:ﬁ‘ ' 21 M\K 4

10 | Nanda Prakasita Nareswari, S.H. k'wjﬂmﬁs / 10(%‘»

it | Noerdiana Zuifi, SM T T WP_ =
| 12 | Melly Meat Devl, S.1Kom. | PE rm .

13 | Zanisa Ari Nilasari, S.Psi et LS ]

| Wahyu Anggoro Latif, SE g’",f;;*'ﬂ;d""h




Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber
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NOMOR INDUK PNS

19891213 201406 1001

PANGKAT /GOLONGAN

Penata /Ill.c

HUBUNGI SAYA

Alamat Kantor : Jalan
Medan Merdeka Utara
No.7 Jakarta Pusat

Ponsel: 0811 1728 844
Email :

gunawanvivin2l@gmail.
com

VIVIN GUNAWAN,S.STP., M.A, Ak.CA

Analis Perencanaan Anggaran Daerah
(Evaluator APBD)
Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

Bekasi, 13 Desember 1989
JENIS KELAMIN

Laki-Laki
PENDIDIKAN

« D4-Prodi Keuangan Daerah IPDN 2014.
$2- Imu Administrasi STIAMI 2018.
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK)
Perbanas TA 2023/2024.

Anggota Jkatan Akuntan Indonesia (IAIL
§3 - Program Studi Administasi
Universitas Brawijaya Kampus Jakarta
TA 2024 - sekarang.

AGAMA

Islam
STATUS

Menikah
NOMOR REKENING

009401036934501 (BRI)

NAMA DI REKENING

Vivin Gunawan

70.678.373.5-432.000

NPWP



Nama

Tempat dan Tanggal Lahir.

Agama
Status
Pendidikan

Pekerjaan Terakhir

Alamat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

. Anlo Ikayadi
+ Jakarta, 24 Okleter 1981

Islam
Menikah

- 81 Komunikasi Penyiaran lslam Fakullas Dakwah dan Komunikasi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarla, 2003
S 2 Kesejahteraan Sosial Pasca Sarjana STISIP Widuri Jakaria, 2011

S 2 Pendidikan Anak Usia Dini Pasca Sarjana Universitas Negeri
Jakarta, 2012

Konsultan Pelayanan Publik RSUD Palembang Bari, 2018 — sckarang
Technical Asslstant Pembangunan Budaya Integritas di Kemanterian,
Pemetintah Dasrah, DPRD, BUMN dan Rumah Sakit Daerah, 2018 -
sekarang

Trainer Pembangunan Budaya Inlegritas, (CC (Integrity Coaching
Clinic), Corporate Univarsity {Corpu), 2018 - sekarang

Anggota Tim Sekretariat Bersama Kolaborasi Integritas
Nasiona¥Dewan Infegrilas Nasional, 2016 - sckarang

Tenaga Ahli DPRD Kota Palembang Sumalera Selatan, 2018 - 2019

Pejabat Fungsional pada Direkterat Pandiditan dan Pelayanan
Masyarakat Kedepulian Pencegahan Komisi Pamberantasan Korupsi
(KPK), 2013 - 2018

Tim Penyusun modul anti karugsi (ANEKA) untuk Prajab CPNS dan
Diklatpim, Lembaga Adminisirasi Negara {LAN), 2014

Perumahan D'Golden Cinere

JI. Raya Krukut Blok M No. T Krukul Limo Depok

HP; 085778222773 / 082124233334

e-mail: antonioikayadii@yaheo com



Lampiran

FC Surat Jawaban
BPSDMD Prov. JATENG
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Nomor

Lampiran :

Perihal

Semarang, 04 Februari 2026

: 073.3/PT03/1124.802/2026 Kepada :
1 (satu) bendel

: Rekomendasi Penyelenggaraan Rektor Universitas 17 Agustus
Workshop Bagi Pimpinan Dan di
Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.006/C.01.01/1/2026 , tanggal 09 Januari

2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota
DPRD Kabupaten Sukoharjo, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah
memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan
telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi
pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sukoharjo yang akan
dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2026 sampai dengan 09 Februari 2026
bertempat di Novotel Hotel - Surakarta.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai

berikut:

1.

Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode
pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar
mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga
substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota
DPRD;

Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
a. Integritas VS Tipikor;

b. Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui
SIPD;

c. Bedah Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/S) Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan
ANggota DPRD Yang Bersumber dari APBD;

d. Lanjutan Bedah Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/376/S) Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan
dan ANggota DPRD Yang Bersumber dari APBD;

Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan
menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;

Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi
Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi
peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga
pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
pelaksanaan kegiatan;



6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka
pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih
lanjut;

7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan
evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil
monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa
Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan
pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;

8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa
Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui
Telepon/Faksimile (024) 7473066 excention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Sukoharjo;

4. Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo;




Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan
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Lampiran

Akreditasi Institusi
UNTAG Semarang
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FEBINTEN YATHILT PERJANIIAN KERJASAMA
ANTARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJIO

DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARIO

Nomor SETWAN ; CO0- Y- 7.2 /46 1 /a0a]
Nomor UNTAG : 2.005/C.06.04/1/2026

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Bulan Februar Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami
yang bertanda tangan dibawah ini:

BASUKI BUDI SANTOSO, SH., MH : Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo,
berkedudukan di Jalan Mandan, Kelurahan
Mandan, Kecamatan Sukoharjo dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Sekretarlat
DPRD Kabupaten Sukoharjo.
selanjutrya disebut PIHAK KESATU

Prof. Dr. Drs. SUPARJD, MP. : Rektor Universitas 17 Agustus 1945
Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan
Luhur Bendan Dhuwur Semarang.
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Megeri No 6 tahun 2025 tentang Orientasi dan
Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ini menerangkan bahwa
kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerasama penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen melalul pola kemitraan dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan
semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsl Anggota DPRD.



2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan

kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan
supervisi dalam penyelenggaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
sepakat:

1.

Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas
Anggota DPRD.

Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan fain yang berlaku yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain

yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas
Anggota DPRD.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek
pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
PIHAK KESATU berkewajiban sebagati berikut:
a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan

Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK

KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait
penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi
pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi
surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.




Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo akan
dilaksanakan pada :

Hari : Jumat s.d. Minggu
Tanggal : 7 s.d. 9 Februari 2026
Tempat : Hotel Novotel - Surakarta

Ji. Slamet Riyadi No.272, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.500.000,-

1.

(#ima juta lima ratus ribu rupiah) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai
berikut :

a. Akomodasi peserta selamar 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.

b. Narasumber.

¢. Souvenir.

d. Sertifikat atau piagam penghargaan.

Biaya tersebut ayat 1 sudah termasuk biaya Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi yang
dilaksanakan oleh BPSDM D Provinsi Jawa Tengah.

Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer
melalui Bank Jateng Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening 2-
058-19663-3 atas nama LPM UNTAG Semarang.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau
kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat
memenuhi kewajibannya (force majeure), seperti huru-hara, peperangan, makar,
revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan,
pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK
KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan
sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap
pelaksanaan perianjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau
kembali Perjanjian Kerjasama int.

Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat
dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.



Pasal 8

PENUTUP
Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oieh PIHAK KESATU
dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan
bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum

yang sama.

FIHAK KESATU

NIP. 19670020 199603 1 005 NUPTK. 5855736637130042
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Foto Kegiatan



Pembukaan Kegiatan :
. “Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD”

( ! Absensi Peserta dan Penyerahan Souvenir E )
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Pembukaan Kegiatan :
. “Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD” .

( ! Absensi Peserta dan Penyerahan Souvenir
= T T T —— e




Pembukaan Kegiatan :
. “Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD” .
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

Pembukaan Kegiatan :
. “Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD” .
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan :
. “Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD” .
Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo

Pembukaan Kegiatan :
. “Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD” .
Sambutan Sekretaris BPSDMD Jawa Tengah
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Pembukaan Kegiatan :
. “IPenganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD” .
Sambutan Wakil Rektor Il UNTAG Semarang

Pembukaan Kegiatan :
. “Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD” .
Penyerahan Cinderamata



Pembukaan Kegiatan :
. “Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD” .
Foto Bersama

Pembukaan Kegiatan :
. “Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD” .
Foto Bersama
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Penyampaian Materi Il
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3 Oleh : Vivin Gunawan, S.STP., M.A,, Ak.,CA &
(Kemendagri)
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G Penutupan : a

.G “Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD” :

Penutupan:
. “Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD” .



	0.1 Cover DPRD Kab. Sukoharjo 7 s.d 9 Feb 2026.pdf (p.1)
	0.2 Kata Pengantar.pdf (p.2-3)
	0.3 Pembatas Kata Pengantar.pdf (p.4)
	0.4 Laporan Kab. Karanganyar.pdf (p.5-20)
	1.0 Pembatas Jadwal Kegiatan.pdf (p.21)
	1.1 Jadwal DPRD Kab Sukoharjo 7 s.d. 9 Februari 2026.pdf (p.22)
	2.0 Pembatas Materi Kegiatan.pdf (p.23)
	2.1 Cover Integritas VS Tipikor.pdf (p.24-61)
	2.2 Cover Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD.pdf (p.62-95)
	2.3 Cover Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD - Copy.pdf (p.96-119)
	3.0 Pembatas Daftar Hadir.pdf (p.120)
	3.1 Absensi Sukoharjo - Novotel Solo 7-9 Feb.pdf (p.121-135)
	4.0 Daftar Hadir Narasumber.pdf (p.136)
	4.1 Absen Narsum Sukoharjo - Novotel 7-9 Feb.pdf (p.137-139)
	5.0 Pembatas Rekom.pdf (p.140)
	5.1 Pembatas Rekom.pdf (p.141-142)
	6.0 Pembatas FC Sertifikat.pdf (p.143)
	6.1 FC Sertifikat.pdf (p.144-200)
	7.0 Pembatas Akreditasi.pdf (p.201)
	7.1 Akreditasi UNGGUL.pdf (p.202)
	8.0 Pembatas MOU.pdf (p.203)
	8.1 perjanjian kerjasama baru.pdf (p.204-207)
	9.0 Pembatas Foto Kegiatan.pdf (p.208)
	10.1 Laporan foto DPRD Kab. Sukoharjo 7 s.d 9 Feb 2026.pdf (p.209-218)

